
GUBEBNIJB LAMPIJNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : GI IB.IIIIHK/2012
 

TENTANG
 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 

TENTANG RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Me-iimbang : a.	 bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun ~004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur mempunyai 
kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah: 

b.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang 
Retribusi Daerah perIu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf 
b tersebut di atas, perIu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang 
Retribusi Daerah; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008; 

4.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi; 

9.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 



Memperharikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-] 88/MK. 7/20 12 tanggal 22 Maret 2012 hal 
Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi 
Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

Mcnetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAER~ KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG 
RETRIBUSI DAERAH. 

Kl SATV : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang 
Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KIDUA	 Bupati Tulang Bawang dan DPRD segera melakukan penyempurnaan dan 
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
tentang Retribusi Daerah berdasarkan basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan. menetapkan 
Rancangan Peraruran Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, maka Peraturan 
Daerah dimaksud akan dibatalkan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang­
undangan. yang berlaku 

KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawan.g tentang Retribusi Daerah yang telah 
ditetapkan agar disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan inn akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
padatanggal 17 Ap~l 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 
Terrbusan :
 
I Menteri Dalarn Negeri RI di Jakarta:
 
2. Menteri Keuangan R1 di Jakarta; 
3. Kepala BadanPemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di BandarLampung: 
4. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawangdi Menggala: 
5. lnspektur Provinsi Lampung di BandarLampung. 



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/370/B.lII/HKJ2012 
TANGGAL : 17 APRIL 2012 

HASIL EVALUASI TERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

No Materi Raperda 

1 2 

1 Diktum Menimbang 

2 Dasar Hukum 
Mengingat 

-~-"~" 

a. 

b. liahwa 

1 

2. 

,	 !'--

Rumusan Raperda 

3 

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1999 +entang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, B8Bil"8PS Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang yang mengatur Retribusi jasa usaha 
perlu disesuaikan dengan perkembangan Peraturan 
perundang-undangan; 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi 
Jasa Usaha 

blA&QAS YR9Ei1F1S ~J8~8r~TaRwR 1QiQ kHltEilFlS 
P8R8tEilPEilR YFI&EilRS UR&EilRS QSFwFat ~'8~iF 4 
TEilI:lIillR 1QiQ t8RtSRS P8FFlBiRtwksR QS8Fal:l Qt8R8~i 

~EilBlilIpat8R !lC;EilBWPSt8R 9Ei1la~ biRSkwRSSR ~F8fiiRii 

iSWmEilt8Fs iS81stEilR (b&~BSFaR ~Ji8sFS R&fiWBlik 
IR&8R88ia TSI:lWA 1QiQ ~J&~8F ii, TEiI~~QI:l&R 

b8~BQFQR ~J8SQFQ R8PWBlil( IR&9R88iEil P'J&FA8F 19Q1) 
88B8SQi WR&EiIIAg WR&EilRS (beFFl~aF8R P'J88SFS 
R8PWBlil< IR&8R88is l'SI:lWR 1QiQ P'J8FA8F 7i, 
TQmBsl:lEilR l8~B8FSA ~J8SEilFEiI R8fiwtilik IR&8R8Sis 
P'Jam8F 1i~1); 

UR8eRS '=IR88RS P'J8~8r 1Q T8RWR ~gQ4 t8RteRS 
PEn~B8F1tYI(eR P8FetwFaFl P8rwR88FlS blFlQ8RSiiA 
(b8mBQF8R ~18saFEili ~8pwBlik IFl&8R88i8 Tal:lwR ~gg4 

~J8miF ii, +aFA~QI:l8A b8FFlBQFEilFl ~J8saFEiI R8fiY81ik 

Rumusan Penyempurnaan 

4 

a.	 bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang yang mengatur Retribusi jasa usaha perlu 
disesuaikan dengan perkembangan Peraturan 
perundang-undangan; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
tentang Retribusi Jasa Usaha; 

1.	 Undanq-Undanq Nomor ..... Tahun ..... tentang 
Pembentukan Kabupaten Dati 11.. .. (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .... , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor ....); 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3.	 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 

lnOeFl8siEil ~J8mer 4aiQ);	 Bawang Nornol 13),I 

Keterangan 

5 

Diktum menimbang 
disempurnakan 

Dasar Hukum Illengingat 
disempurnakan sesuai 
hirarki peraturan per-Uuan 
dan setiap kalimat diakhiri 
tanda baca titik koma (;) 

I	 I 



2 

1 

3 

4 

>._~~ ._~~~~.~~.~ ,~_··~~~~=o. _~.~._~__ 

2I.~~-+-	
-

3 

Ketentuan Umum 

Nama, Objek dan 
Subjek Pajak 

.LL 

it;	 PefstblfsR P8FR8FiAtSR ~J8FA9F ii TSRYRagQ1 t9AtSAg 
Retroiiwsi .- QSSfSR . (bSFRSSrSA ~Isgsrs Rspwslil< 
IR48Rssis ~J8~8r 41 iQ); 

4.	 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 
17 Tahun 2009 tentang Pokok ~ Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 
13) 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal 1
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

Pasal4 
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 
dipungut Retribusi stss peAye~issR fssilitss pssar grs&ir 
~sR!at8w ~ertsksSFl yaAS ElikeFltrsksR, ySAS 
~i&esisksR!~i8sleAggsFsk8R elsR PSFR8FiAtlJR QS9FSR. 

Pasal8 
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas 
peFRsksisR terFRiAsl ylJRg &te8e~isksR, ~i""iliki ElsRf.staw 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal13 
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut 
Retribusi atas p8RggwRasFl te~~st Id:t1d&1rlI8 psrkir ySAS 
Si8S~iskSR, siFMiliki ~aFl/atsw sikelels el8R peA:t8FiRtaR 
sseFSR ~ipWRgWt Retriowsi 

Pasal 23 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut 
Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

1 Daerah. 

_.•'~.'_ ._~	 ------~_~__ I··­

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang 
dimaksud dengan : 

Pasal4 
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau 
Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 
pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan. 

Pasal8 
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas 
pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah 
Daerah. 

Pasal13 
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut 
Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir oleh 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 23 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 
dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan, 
termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang 

I~::~~~~an, dirniliki dan/atau dikeloia oleh Pemerintah I 

5 

Pengetikan kata 
"Dalam ..... " disejajarkan 
dengan kata PERAlURAN 
pada Diktum Menetapkan 

Pasal 4 disempurnakan 

Pasal 8 disempurnakan 

Pasal 13 disempurnakan 

\ Pasal 23 disempurnakan 

I 



3 

2 

5 

6 

Cara Mengukur 
Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Struktur dan 
Besarnya Tarif 
Retribusi 

3 

Pasal28 
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
dipungut Retribusi atas tempat rekreasi, parawisata. dan 
olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 7 
Tingkat Penggunaan Jasa iilllkwF 8SFS88SFI(8R ~ 

ksksY88R YSAS EiIiSWAsl<8R salOl j8RSks 'Nsl<tw JjSFAsksiSA 

Pasal21 
Tingkat penggunaan [asa diukur berdasarkan jangka 
waktu pemakaian fasiutas tempat penginapan. 

- ~"~~~-" _."---"-"-~~-~- "-._-------::::-- ­
54 

Pasal 28 disempurnakan 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi 
dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan 
penyediaan tempat rekreasi, parawisata. dan olahraga 
yang dimiliki, dan/atau dikelola olen Pemerintah Daerah. 

Pasal28 

Pasal7 disempurnakan 
Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan luas. 
jenis, jangka waktu, penggunaan fasilitas pasar grosir 
dan atau pertokoan. 

Pasal 7 

Pasal21 I Pasal21 disempurnakan 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka 
waktu pemakaian fasilitas tempat penginapanl 
pesanggrahan/villa. 

1,	 Setelah Pasal 7 
ditambahkan bagian dan 

Bagian.... 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

pasal baru yangPasal... 
mengatur tentang strukturStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan 
dan besarnya tarifatau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:..... retribusi pasar grosir dan 
atau pertokoan 

I 2	 Tarif Retnbusi Pasar Grosir 
dan/atau Pertokoan agar 
dicantumkan dalam Perda. 

3.	 Penetapan struktur dan 
besaran tarif retribusi 
pasar grosir dan 
pertokoan seyogianya 
terdiri atas satu tarif 
tertentu untuk periode 
tertentu. 

4.	 Dalam struktur dan 
besaran tarif retribusi 
pasar grosir dan 
pertokoan tidak perlu 
diaturbBalik nama atas 
pemindahan hak 
pemakaian, karena 
pemakain toko, klos, dan 
los hanya bersifat sewa 

I	 bukan keoernulkan. L-.-l 



4 
1 

~-~	 ~----'-"'-'.,-~~- -~-~,-~._~-'-~ "----- --~- ,--"=~ <--~~ ~ .. -~~~~~._.. ~--~-~,=--~-~,--~~---~~~-" 
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3
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Pasal12 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi terminal s8easaiR:l8Ra Struktur dan besarn 
tersaRb,lm ealaFR baR>1~iraR I yeR!!) R:lerl:l!"lakaR 8asiaA yaRS Mak sebagai berikut:... 
t8rpisal:lkaR sari PeFatwraR Q8eraR iRi. a.	 Retribusi untuk s 

1. Mobil penurru 
2. Mobil mikrolet i 

b.	 Fasilitas lainnya 
1.	 Jasa pelayar 

" Mandi Rp. 
" Buang air I 

2.	 Jasa sewa kl os Rp. 500,-/M2/Per hari 
3.	 Jasa pelayans n fasilitas tempat berjualan Rp. 500,lhari 
4.	 Kebersihan f silitas tempat berjualan Rp. 500,-. 

Pasal17 Pasal17 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi ternpat khusus parkir Struktur dan besarny a tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan ditetapkan sebagai be ikut: 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

SATU KALI PARKIR 
a. Kendaraan bermof 
b. Kendaraan bermof 
c. Kendaraan berrnotr 
d. Kendaraan berrnon 

Pasal22 
(1)	 itFwl,&wr &aFif eiS918RskaR 89FeaGaFGlI,aR j8Ris t9R>1~at Struktur dan bes 

~eRSiRapaR eaR jaRsl,a waktw peFRakaiaR. PesanggrahanNilla
(~)	 i9saFRya &8Fif eisasaFkaR atas tarif gaSaF pelayaRQR 

S9j8Ris gi 'Nila'laR l,aewpat9A ataw sekitaFR'Ia. 
(i)	 QaIGlR>1 Ral tarif pasaF yaRS s9Flakw swlit gi&eRtwkaRJ 

SiP8F918R, FRal'ta taFif eit9tapkaR s9sasai jWFRlat:l 
p9FReayaFaR ~9Fsa&waR, wRit p91ayaRaR jasa, yaRS 
FR9FWpakaA jWR>1lat:l WRGWr taFif 'laRS FR9lipwti : 
a,.-.,!JRswr eiaya persatwaR pSRy99iaaR jiiisa. 
B.URSWFk9wRtwRsaR 'laRS eik9R8Reaki p9F satwaR k9rja 

I 
I 
I 

Pasal 12 
a tarif Retribusi Terminal ditetapkan 

kali masuk: 
ang umum I jiwa Rp. 1,000,-1., 
angkutanpedesaan (anqdes) Rp. 500,L .. 

an kamar kecil 
.OOO,-/pemakaian 
p. 500,-/pemakaian 

r beroda 2 Rp. 1.000,00 
r beroda 3 sId 4 Rp. 2.000,00 
r beroda lebih dari 4s/d6Rp. 3.000,00 
r beroda lebih dari 6 Rp.4.000,00 

_ 

Tarif(Rp.)NO Jenis Fasillitas Ket 

lJntuk PNSlPej . atI. 
a. Sewa K amar VVIP 
b. Sewa K mar VI? 
c. Sewa K amar Standar 

Untuk Umum 

L 
2. 

d. Sewa K~ marVVIP 
c. Sewa Ka mar VIP 
f Sewa Kill JarStandar DO.I" t' I I 

I 

Rp. IOO.OOO.-/hari 
Rp. 80.000.-/hari 
Ro. 60.000.-/hari 

Rp. 125.000.-/hari 
Rp. IOO.OOO.-/hari 

80.000.-/hari 

I 

1.	 Pasal 12 disempurnakan 
dengan mel1ggabung 
t.ampiran I kedalam 
Pasal 12, dengal1 adanya 
penggabungan rnaka 
Lampiran I dihilangkan, 
urutan lampiran 
selanjutnya 
menyesuaikan 

2.	 Pengenaan Retribusi 
Terminal terhadap mobil 
angkutan barang hanya 
dapat dilakukan apabila 
mobil tersebut masuk ke 
dalam terminal dan tidak 
dipungut oleh petugas di 
pos-pos pada [alan-jalan 
tertentu. 

Pasal 17 disempurnakan 
dengan menggabungkan 
Lampiran II kedalarn Pasal 
17, dengan adanya 
penggabungan maka 
Lampiran II dihilangkan, 
urutan lampiran selanjutnya 
menyesuaikan 

Pasal 22 disempurnakan 
dengan menggabungkan 
Lampiran III kedalarn Pasal 
22, dengan adanya 
penggabungan maka 
Lampiran 1111 dihllangkan, 
urutan lampiran selanjutnya 
menyesuaikan 

-.J
 



5 
"~-~"_. __._-' ~ ~-,.--~~~= ~.~--~ ~~---=~~~~~-- .~----~-~-.~=_.~~ 

1 2 3 

(~).	 ie&OiFRya tarif sesasaiR=laRa QiFflak&wa paQa ayat (i) Rwrwf 
a Fflslil'wti : 
... iiaya eperEiSi9Rai laFlf!l&WRS, yeU::tS r.Relil'wti giaya 

~elaRjEi pesawai teF,..alu;ws I'esa....<ai tiQak teta", 
~8laFlja ~aFaRB, 9slaFlje "eFRelit:laraaR, S9wa taRaR eaR 
tiaRiWREiR, I;liaya li&trikQaR 69fRWa 9iaya FwtiRi I'erieElik 
laiRRya yaRS 89FkaitaR laRS&WRS geRsaFl·peRyeaiaaR 
~ 

9.	 iiaya tiEiak laRssYRS, yeRS fl:l9Iil'wti 9iaya OilefJliRistrasi 
Y,..WFR saR 9iaya laiRRya yaRS FReRswkwRS "eRyeQiaaR 
~ 

G.	 Biaya modal yang berkaitan denga tersedianya aktiva 
lainnya yang berjangaka menengah dan panjangn, 
yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai 
sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset; 

Q"	 Biaya - biaya lainnya yang berhubungan dengan 
penyedia jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka 
pendek. 

(il)	 KewRtwRsaR 6el;lasai FRaRa ai",aksws ealafR ayat (~) Rwrwf 
9 ei tetapkaR Elalafl:l per68Rta6e terleRtw sari tetal eiaya 
sel;lasaifRaRe aifl:lakswQ "alita ayat (4) sari fl:lesal. 

(6)	 Struktur dan besarnya tarif &99asaiFflaRa sifl:lal~6W9 pasa 
ayet (1), ayat f~), ayat ('), ayat (4) eaR ayat (i) 
aiteta"kaR 6el;lasaiFRBRB t9F6BRtWFR seieR=! lam"iran-4U 
kel'wtW&aJR iFii 

Pasal27 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kepelabuhan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini. 

I I 1______ 

4 

Pasal 27 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kepelabuhan
 
ditetapkan sebagai berikut:
 
Tambat I Standar I Labuh Kapal :
 
1. Speedboat	 Rp 4.000,00 I hari 
2. Klotok	 Rp 7.000,00 I hari 
3. Gendang I Tug Boat Rp 10.000,00 I hari 
4. Tongkang	 Rp 15.000,00 I hari 

I
 

5
 

1.	 Pasal 27 disempurnakan 
dengan menggabungkan 
Lampiran IV kedalam 
Pasal 27, dengan adanya 
penggabungan maka 
Lampiran IV dihilangkan, 
urutan lampiran 
selanjutnya menyesuaikan 

2. Pemda dapat memungut 
retribusi pelayanan 
kepelabuhan, apabila 
memiliki dan rnenqelola 
pelabuhan dan dalam 
Pasal Perda agar 
mencantumkan Pemda 
akan memberlakukan 
retribusi ini setelah 
memiliki fasilitas tersebut. 



6 
~ 

7 Masa Retribusi dan 
Saat Retribusi 
Terutang 

8 Penentuan 
pernbayaran, ternpat 
pernbayaran dan 
penundaan 
pembayaran 

9 I Sanksi Administrasi 

-~-~~~_. . ~···~ ~ ,·~~,_~o~=_·._·~~_~_~_~_.~~.=-- ~____	 ...". ~~_ ,~_" ~~~_~~_._~_.~_<~_~,~~ =",. _ 
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Pasal 34 disempurnakan, 
Masa Retribusi adalah jangka waktu bagi wajib Retribusi untuk Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ... '" 

Pasal34	 Pasal34 
masa retribusi adalah 1 (satu) 
bulan, 2 (dua) bulan, 3 (tiga) 
bulan dan 1 (satu) tahun 

memsnfaatkan jasa dari Pernenntah Daerah.	 bulan. 

Pasat 37 disernpurnakanPasal37 Pasal37 
dengan menambah 2 (dua) 

dokumen lain yang dipersamakan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
(1)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

baru dan menghilangkan ayat 
(3) dan ayat (4) 

pada ayat (1) dapat berupa kareis, kupon, dan kartu (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
langganan. dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, 

(~)	 QalaFR !:lal waji9 R8tFi~wsi t9ReRtW ti~ek FR8FR~ayar t8Jlat dan kartu langganan. 
~a9a wakt"'Rya ata", k"'FaR~ FR9FR8ayaF, ~ik8RakaR saRksi (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dirnaksud pada 
aSFRiRistFatif &l9F",~a ~"'Rsa 6898sar ~ q~ (~",a Jl9rs9R) ayat (1) disetor secara brute ke Kas Daerah. 
&9tia~ 81011QR eQFi R8tFi8",si yaRS t9F",teRS yeRS tiQak ataw (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur 
klolraR~ ~i8ayaF ~aR ~itGlSi!:l a8RsaR FR8RSSWRakaR iTRQ. lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(2)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dokurnen lain yang dipersamakan. 

(4)	 P8RasiRaR R9tri8wsi t9FYtaRS 699iisaiFRaRa siFRekswEil paaa 
ayet (4) litiae!:lwlwi a8RsaR sWFat t8~WFGlR. 

(5)	 Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(1) Pembayaran 
Pasal39 

Retribusi yang terutang harus dilunasi I (1) Pembayaran 
Pasal 39 

Retribusi yang terutang harus dilunasi 
IPasal 39 

disempurnakan 
ayat (3) 

(2) 
sekaligus. 
Retribusi yang terutang harus dilunasi setarnbat- I (2) 

sekaligus. 
Retribusi yang terutang harus duunasl selambat­

larnbatnya 15 (lima betas) hari sejak dtterbitkannya SKRD lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya 

(3) 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 
Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat I (3) 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, 

pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi akan 
Peraturan Bupati. diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Penambahan pasal baru 
Sanksi Adminlstrasi 

Bagian ... 
dengan mengubah Pasal 37 

Pasal ...•. ayat (3) yang mengatur 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya tentang Sanksi Administrasi, 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi urutan pasal selanjutnya 
berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap menyesuaikan 
bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan 
ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi 
Daerah (STRD). 

I I	 J 
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10 Pemanfaatan Pasal38 Pasal38 1. Penerimaan retribusi 
(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa harus disetor secera 

untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bruto ke kas daerah. 
Dengan penyelnggaraan pelayanan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan 2. Pemanfaatan 
bersangkutan. pelayanan yang bersangkutan. penerimaan retribusi 

(2) Siaya aBF¥liRistr.asi Y8A!P¥l8Iifllllti liIiaya ~8Fu~aftaF'EIlR. i (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi untuk membiayai 
liIiiyS liHin¥UilrikiQQR SiR 9iaya fi8RSQ't':'QeaR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kebutuhan kantor 
F¥l8~WJjakaR . fil8RSQfilQtSA IQiR IsiR yaRS dengan Peraturan Daerah tentang APBD. dianggarkan dalam 
Jj8maR~astsRRye S8fi1St laRse~RS si~8rSllIRak8R APBD sesuai ketentuan 
l5IRt..k 1~8Rt8r yeAS roA8FRWRSwt r8t~i9wei t81"889..t Per-UUan. 
e88888F agq, Sill;j Rile; t8ri~ retFililwei 

11 Penagihan BAB ... Penambahan Bab dan 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal baru yang mengatur 

Pasal .... tentang Tata Cara 
(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang Penagihan Retribusi 

bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. 
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat 
Teguran. 

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain 
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
(tujuh) hari sejak [atuh tempo pembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 
Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang 
terutang. 

(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 
oleh Pejabat yang ditunjuk. 

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/ 
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

12 Kedaluwarsa BABXVI BABXVI Judul bab disempurnakan 
Penagihan KADALUWARSA PENAGIHAN KEDALUWARSA PENAGIHAN 
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2 

14 I Ketentuan 
Peralihan 

15 I Ketentuan Penutup I 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

I I~,	 I 

3 

Paeal5f 
Q8R!ijSR88f3IEi1I(I;jR¥S ~iFab~rsF'I "S8FSR· iRi, fj8FS&WFSR 
pslal(68RQal'"l mliil8iRS "'B6ins pi8FSlWFBR R'l8Fl!ij8RSi 
~8lFi8W&i "a661 YesRs mseiR 8iFlakw e8piEilAj6lRS &issk 
8818R\SR!ijBFl SSR/61tS" 8SFflFlSi S9R!ijSFl Si&8tSpiksFlRya 
1i8FEillwF8R fj81aksaSR Fl8FalwrsR "S8F81:1 iFli. 

Pasal 52 
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, maka: 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomer 
17 tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Pemotongan 
Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang tahun 1999 Nomor 31); 
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 
13 tahun 2001 tentang Retriusi Pasar Grosir dan/atau 
Pertokoan (Toko Bertingkat) (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001 Nornor60); 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 
10 tahun 2010 tentang Retribusi dibidang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawangtahun 2010 Nomor 10); 
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 
04 tahun 2006 tentang Retnousi Parkir (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2006 
Nornor 04) sepanjang mengenai Retribusi ternpat 
khusus parkir; 
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 
21 tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawangtahun 2009 Nomor 21); 
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 
08 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Angjutan Laut 
dan Perairan Daratan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawangtahun 2010 Nomor 10); 

Dicabut dan dinyatan tidak berlaku 

54 

Pasal 52 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 
a.	 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah 
Pemetongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Tahun 1999 Nomor 31); 

b.	 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retriusi Pasar Grosir 
dan/atau Pertokoan (Toko Bertingkat) (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001 
Nemor 60); 

c.	 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi dibidang 
Lalu Untas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010 Nomor 10); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Nemor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Tahun 2006 Nomor 04) sepanjang mengenai 
Retribusi tempat khusus parkir; 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Tahun 2009 Nomor 21); 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa 
Angjutan Laut dan Perairan Daratan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010 
Nomor 10); 

Dicabut dan dinyatan tidak berlaku. 

Pasal 51 dihilangkan 

IPasal 52 disempurnakan 
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16 Penetapan dan Ditetapkan di Menggala Ditetapkan di Menggala 

pengundangan Pada tanggal, 2012 pada tanggal 

BUPATI TULANG BAWANG, BUPATI TULANG BAWANG, 

M, ABDURACHMAN SARBINI ABDURACHMAN SARBINI 

Diundangkan di Menggala Diundangkan di Menggala 
pada tanggal 2012 pada tanggal 2012 

SEKRETARIS SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG, KABUPATEN TULANG BAWANG, 

Drs. DARWIS FAUZI, M.Si, M.IP DARWIS FAUZI 
Pem9iAQ b'tama MwdQ 

~, 1Q53g6~i1Q*4Q2 1 gQ1 

17 Lain-lain 
1. Penjelasan 

2. Larnptran lampiran . Peraturan Daerah Kab Tulang Bawang LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
Nomor : Tahun 2011 TULANG BAWANG 
Tanggal : 2011 NOMOR TAHUN 2012 

TANGGAL 2012 

! I L. _ 

5 

Disempurnakan, nama 
pejabat yang menetapkan 
dan mengundangkan tanpa 
gelar dan pangkat 

Tidak perlu ada penjelasan, 
jika semua sudah jelas 

Pengetikan Larnpiran I 
disempurnakan, tidak 
memakai tempat, tanggal 
p~abat yang 
mengundangkan dan 
lembaran daerah 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

I 



LAMPIRAN II	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/370/B.III/HK/2012 
TANGGAL : 17 APRIL 2012 

HASIL EVALUASI TERHAOAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

i -~~~._._.~ -~~--~~----- I	 i 

Rumusan Raperda KeteranganNo Rumusan Penyempurnaan 

1 53 4 

Konsiderans a. 8ahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Konsiderans menimbang 
Menimbang 

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan disempurnakan, kata bahwa 
Pemerintahan Oaerah ElalaFR FiilR~ka meningkatkan 

pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan 
menggunakan huruf kecil 

pelayanan kepada masyarakat QaR-.kemandirian Daerah; 
Pemerintahan Daerah dan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat serta kemandirian Daerah; 

b. Bahwa dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor b. bahwa dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomer 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah, 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
maka Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum yang meliputi 
Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan. Retribusi Penggantian Biaya Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umurn, Retribusi 
Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Penggantian Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Kebakaran, Retribusi Penggantian Cetak Peta, Retribusi 
Penyedotan Kakus, Retribusi Petayanan Tera ! Tera Ulang, Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi 
dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pelayanan Tera I Tera Ulang, dan Retribusi Pengendalian 
pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; Menara Telekomunikasi pemungutannya menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
G:-----Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di 

atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Jasa Umum; Retribusi Jasa Umum; 

Dasar Hukum 3. Undang-Undang Nomor Q Tahun ~ tentang 3. Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2011 tentang 1. Dasar hukum mengingat 
mengingat 

2 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Keimigrasian (lembaran Negara Republik Indonesia nomor urut 3, 4, 6, 7, 12. 
~ Nomor ~, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 19, 23, 36 dan 37 
Indonesia Nomor ~); Republik Indonesia Nemor 5216); disempurnakan 

4.	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang 2. Oengan adanya 
Pembentukan Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang dan Pembentukan Kabupaten Oaerah Tingkat "Tulang penyempurnaan, urutan 
Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tanggamus (Lembaran Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus angka disesuaikan dengan 
Negara Republik Indonesia Tahun ~ Nomor 02); (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor hirarki peraturan per-UU-an 

6.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Setiap kalimat diakhiri 

II in~~~;~:h~~~~~ ~~:r~o~L:r~ra;~n~~~:~ L:~b~~~i~ I NOIll'" 3667).	 I tanda baca lilik kuma (.) Iu _____ Negara Republik Indonesia Nornor 4..:..3..:..55:cJ.)C!....; --'--..	 ~ 
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5 1 2 3 4 

7.	 Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tarnbahan Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnoahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
telah beberapa kali ~ terakhir dengan Undanq­ 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

12.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2008 Nomor +0, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4iid); lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4844); 

19.	 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang I 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
~Iaksanaan undanq ~ I:Jndang nomor 1 Tahun 1974 Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 
Republik Indonesia Nomor 3050); 19.	 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
PraearaRa gaR balw biRtae "'alaR (Lembaran Negara 

23.	 Peraturan Pemerintah Nomor ~ Tahun ~ tentang 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 

Republik Indonesia Tahun ~ Nomor -., Tambahan Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor ~); Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah 

36.	 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta 

Kabupaten Tulang Bawang (lembaran Daerah Kabupaten Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lernbaran Negara 
Tulang Bawang Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03),. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5221); 

37.	 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 
Tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah 
Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007 Nomor 11, 
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13). Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Nomor 03); 
37.	 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 

Tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13); 

3	 I Diktum Memutuskan BUPATI TULANG SAWANG, SUPATI TULANG BAWANG 

LL	 I---!--	 . 

Penulisan tanda baca koma 
() setelah Frase Bupaf 

I Tulang Bawang, dihilangkan I 
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I 1
1-­

4
 

5 

6 

7 

I .1 

L ________--'-_______________ Catatan Si il an diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, 

2 "-_."~. 

Diktum Menetapkan 

Ketentuan Umum 

Prinsip dan Sasaran 
Dalam Penetapan 
Tarif Retribusi 

53 4I I +-----~--. I 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Setelah frase PERATURAN 
UMUM. 
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA 

DAERAH TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA, 
diakhiri tanda baca titik (.) 

BABI Pengetikan kata "Dalam,.,.," 
KETENTUAN UMUM 

BABI 
disejajarkan dengan kataKETENTUAN UMUM 
PERATURAN pada Diktum 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 
Pasal1 Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang Menetapkan 
dimaksud dengan : 

Pasal 3 Pasal 3 disempurnakan 
~ Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi I (I) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan tarif Retribusi 

Pasal 3 
dengan mengubah hurup 

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan menjadi ayat
 
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
 jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
 
keadaan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan
 keadaan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan
 
tersebut.
 tersebut.
 

&l Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya I (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 
operaslonal dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya
 biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan
 
modal
 biaya modal.
 

~ Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan I (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhalikan
 
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk
 biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk
 
~nutup sebagian biaya.
 menutup sebagian biaya. 

~ Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk I (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
aaR Retril!lwsi PeRssaFltiaR Qiaya Cetak Peta hanya Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan .
 
memperhitungkan biaya pencetakan dan, dan penqadrninistrasian. I
 
penqaornlntsfraslan. 

Nama, Objek, Subjek Pasal4 
dan Wajib Retribusi Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut 

Retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas 
Keliling, Puskessnas Pembantu, Balai Pengobatan, dan Tempat 
Pelayanan Kesehatan Lainnya serta Pelayanan Laboratorium 
Kesehatan Masyarakat 

Pasal9 
Dengan nama Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas 
pelayanan ~8Rsel9laaR persampahan QaA kebersihan ai Qiieral:l. 

Pasal16 I Pasal16 
!;leRsaR RaR:la Retril!lwsi PeFl~!!JaFltiaR Qiaya Cetal' KaFtw laRsa Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 

I PQn.QwQ~k .".~ P~n8atata~ ~itpil 6iIFHHI~Wt R.8tFl9W61 atas Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipunqut Retnbusl 
~elayaRaR Ii9FIsaftaFaR ~eRs1lKlwk ~R ~eR"atataR SIFJII. atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Pasal4 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut 
Retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD, 
Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai 
Pengobatan, dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya serta 
Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang 
dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal9 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahanl 
Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 
pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 4 disempurnakan 

Pasal 9 disempurnakan 

Pasal 16 disempurnakan 

J
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Pasal22 
CeRSSR R8ms RetriBwsi Pel8ysRsR (;)s88r, ~iJi\:mswt 

Retri9wsi atss 1i818YSRiilR/fj8RSSWR88R fQsilit8s fjaSlif ySRS 
sikslela fjSFRSriRt8A eSSfaR-. 

Pasal27 
QSRgSR R8FAei Rstriiwsi PSFRSril~888R AI8t I2SFAS~8FR 

KS98kEilrSR ~ijawFlswt Rstriiwsi 81i88S8i jaliFR98ysr8R Stiil8 
jaSI8Y8RSR j888 ~sm8rik88sR d8R:tst8w liullRSwji8R 818t 
JiIiFRS~Sm kIi8Sk8FEi1R, sI8t ~SRSRgswlelAS8R I(S98k8rsR, 
e8R slst FisAyslaFRiilt8R ji'N8 Y8RS ~isslsFlsssraksA SI8R 
~sm8FiRt8R ~s8FaR. 

Pasal32 
Q8RSSA Rsms RetFiiwsiPSRyssis8R BSR/stew P8RYIi~9tSR 

K8kllli ~i~WFlSlllt Rlitribw8i 8t88· f)1i18YQFlSFI ~SRYIi~i8SFI 

eeFl/st8w ~SFlY8~litSfl I<skw&; Y8Rg silskwksR 818R 
~s~eriRtIilR S8SFSR. 

Pasal42 
DeRg8R= .Rema--Rstriliw8i P9AgsRdaliQfl. MIiAsra 
TslsklimWRik8&;i "i~IlIRSWt 8i8ye st88 Ii1lSFRSRNilStSFI rlllsRS 
wFltwk ~SFl8FS t81sklimWRik88i ~8AS8F1 FR8FRJjSFR8tiksA 
8Sjalil< tatEil FIlISRS, kS8FRSR8R, ~eR k8~SRtiRS8F1 W~IlI~. 

Pasal10 
1) Objek Retribusi pelayanan 

persampahanlkebersihan adalah pelayanan 
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah, meliputi: 
a.	 ~ngambilan/pengumpulan sampah dari 

sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; 
b.	 Pengangkutan sampah dari sumbernya 

dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi 
pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan II I I c. Penyediaan lokasl pemb~a.11ganipernusnahan akhir I 
sampah. 

4 5 

Pasal22 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut 
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas 
pasar tradisionallsederhana, berupa pelataran, los, kios 
yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus 
disediakan untuk pedagang. 

Pasal 22 disempurnakan 

Pasal27 
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan 
pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam 
kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 
penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah. 

Pasal 27 disempurnakan 

Pasal 32 disempurnakan 
Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau 
Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan 
penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh 
Pemerintah Daerah. 

Pasal32 

Pasal 42 disempurnakan 
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan 
ruang untuk menara telekomunikasi. 

Pasal42 

Pasal 10	 Pasal 10 disempurnakan 
(1) Objek	 Retribusi pelayanan dengan mengubah 

persampahan/kebersihan adalah pelayanan penulisan ayat 
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah daerah, meliputi: 
a.	 pengambilan/pengumpulan sampah dari
 

sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 
b. pengangkutan	 sampah dan sumbernya
 

dan/atau lokasi pembuangan sementara ke
 
lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 

dan..	 I ' 
c.	 penyediaan lokasi pembuangan/pernusnahan
 

akhir sampan
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2) Oikecualikan dari objek Retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan 
umum, tarnan, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum 
lainnya. 

Pasal11 

~	 Objek Retribusi fj9RSS8RtisFi lii8)'8 cetak kartu tanda 
penduduk dan akta ~atatan sipil 8&818A fj9Is)'8R8F1; 

a.	 KTP; 
b.	 ewat Keterangan bertempat tinggal; 
c.	 Kartu Identitas Kerja; 
d.	 kartu penduduk sementara, 
e.	 kartu identitas penduduk musiman; 
f.	 KK; dan 
g.	 Akta Pencatatan Sipil yang meliputi ~ 

It918Aif8A, akta perkawinan,akta perceraian, 
akta kematian, akta pengesahan dan 
pengakuan anak, dan akta ganti nama bagi 
orang asing. 

Pasal23 
#	 Objek Retribusi ~8Y8A8A fj8&SF adalah fj8Ryssi81i1il 

fasilitas pasar tradisionallsederhana, berupa Pelataran, 
Los, Kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus 
disediakan untuk pedagang. 

~	 Oikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas 
pasar yang dikelola oleh BUMN, SUMO, dan pihak 
swasta. 

Pasal 28 
Objek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 
adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat 
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, 
dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah 
terhadap alat - alat pemadam kebakaran, alat 
penanggulangan kebakaran, 6118t .. fi8R8RSSwlemgliR 
k9tJ81~8r8A, dan alat penyelamatan jwa yang dimiliki 
dan/atau dipergunakan oleh masyar~k--"a--"t.'- ----lL-­

(2)	 Oikecualikan dari objek Retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan 
umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat 
umum lainnya. 

Pasal11 

Objek Retribusi adalah pelayanan cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri: 
a.	 kartu tanda penduduk; 
b.	 kartu keterangan bertempat tinggal; 
c.	 kartu identitas kerja; 
d.	 kartu penduduk sementara; 
e.	 kartu identitas penduduk musiman; 
f.	 kartu keluarga; dan 
g.	 akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, 

akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan 
anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan 
akta kematian 

Pasal23 
(1) Objek	 Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar 

tradisionallsederhana, berupa Pelataran, Los, Kios 
yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus 
disediakan untuk pedagang. 

(2) Oikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas 
pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMO, dan pihak 
swasta. 

Pasal 28 
Objek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 
adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat 
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, 
dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah 
terhadap alat - alat pemadam kebakaran, alat 
penangguiangan xebakaran dan aiat penyelamatan Jlwa 
yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. 

~ 

5 

Pasal 17 disempurnakan 
dengan menghilangkan 
ayat dan disesuaikan 
dengan Pasal 113 UU No. 
28 Tahun 2009 

Pasal 23 disempurnakan 
dengan mengubah 
penulisan ayat 

IPasal 28 disempurnakan 

I 
I 
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Pasal33 Pasal 33 disempurnakan 
Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Pasal33 
dengan menambah 1 

adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus 
(1)	 Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 

(satu) ayat yang mengatur 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau 
tentang pengecualian 

daerah. 
penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah 

retribusi 
(2)	 Dikecualikan dari ubyek retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 
penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, 
SUMO dan pihak swasta. 

Pasal 11 Pasal 11 disempurnakanPasal 11 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan yang menggunakan/menikmati pelayanan 
persampahan/kebersihan ~. SiS81sRQEil8F8kEilFISIsR persampahan/kebersihan. 
Rsm8FiFltEil~ Q88fEilR (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang yang menurut ketentuan Peraturan Perundang­
menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong pemotong Retribusi pelayanan 
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. persampahan/kebersihan. 

Pasal 18 Pasal 18 disempurnakan Pasal18 

(1) Subjek	 Retribusi adalah orang pribadi yang I (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
menggunakan/menikmati iM88 pelayanan 8SFl98ftEUliIFI yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak 
~SR9W9Wk dan fi8Rcatatan sipil kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. 

(2) Wajib Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda I (2) Wajib Retribusi penggantian biaya cetak kartu 
penduduk dan akta p9Acatatan sipil adalah orang tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang 
pribadi yang menurut ketentuan Peraturan pribadi yang menurut ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi penggantian pemungut atau pemotong Retribusi penggantian 
biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan 
sipil. i sipil. 

;; i _ _ I 
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;ij Wajib Retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi 
atau badan yang menurut ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan pasar. 

~ Pasal24 
I _ 
~ Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan 

R~k~m yang menggunakan/menikmati 
pelayanan/~SRSSWRQaR fasilitas pasar yaRssil~slsla 
PsmsfiiRtaA (;)88I"8R. 

I (1) 

I
I 

I (2) 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar. 
Wajib Retribusi pelayanan pasar adalah orang 
pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 
pelayanan pasar. 

Pasal24 
Idengan 

. 
mengubah 

Pasal29 Pasal29 Pasal 29 disempurnakan 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan I (1) 
h~I'i:~m yang menggunakan/menikmati pelayanan jQ&& 
pemeriksaan saR/ataw ~8AswjiaR alat pemadam 
kebakaran, alat ~SRQA88wlaAsaR k898k9FaR, 99R alst I (2) 
fj8RyeiaFAataA jiwa yaAS SiS8IsA8SaF91'i:8A 91s1:1 
~8"l9FiAt91:1 i1asFaR. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
I menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menggunakan/menikmati pelayanan 
pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menurut ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong Retribusi Perneriksaan Alat Pernadarn 
Kebakaran. 

Pasal34 Pasal34 Pasal 34 disempurnakan 

L I 

(1) 

(2) 

I 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menggunakan/menikmati pelayanan 
penyediaan dan/atau penyedotan kakus. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menurut ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau 
Penyedotan Kakus. 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan I (1) 
Rwl"i:wm yang menggunakan/menikmati pelayanan 
penyediaan dan/atau penyedotan kakus ~ 

oilalEwk9A eleAfi8mSFiAtaR "aeliah. 
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
I:n;ll'i:~m yang menurut ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotonq Retribusi Penyediaan 
dan/atau Penvedotan Kakus. , , I 

~ 
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Pasal39 
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan 

Rwlu;fFR yang menggunakan/menikmati pelayanan 
~9RSwjisF1 slst slst wkwr, tsksr, tiFA8SRS. 8SR 
~9FI9RSI~sfjSM)'S 8SR fj8AswjisA . 8SFSAS sslsFA 
k9SS8SA .t9F8WASkw& yaAS siwsji8kSA &9&..sl· S9ASSA 
k9t9AtWSF1 P9FstwrsA P9FWASSAS IJA&8ASSFt 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
RwkwFR yang menurut ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong Retribusi Pelayanan Tera I Tera Ulang. 

Pasal 39 
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan 

yang menggunakan/menikmati pelayanan TeralTera 
Ulang 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menurut ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong Retribusi Pelayanan Tera I Tera Ulang. 

I 

8 I Cara Mengukur 
tingkat 
Penggunaan Jasa 

I _.~_~I 

Pasal44 
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan 

hwkwm yang menggunakan/menikmati pelayanan 
fj9FA8AfsstSR FWSAS wAtwk FM9ASFS t919kElFMWRiI~s&i. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

Pasal7 
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur 
berdasarkan ; 
a. Jenis pelayanan, 
b. Jumlah dan jenis pemakaian bahan dan alat habis 

pakai, 
'" iisys fj9FQWStQA, 
So. iisys fj9R'l9Fil<8QQA €tSA tiR&sl(SA, 
&.ii8yS 81,(sR'l8€tS&i, 
f.:. ii8ya fj9R'l9Ii~QrssR 

g. Biaya admeustrast umum dan biaya lainnya yang 
mendukung penyediaan jasa. 

Pasal44 
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan 

yang menggunakan/menikmati pelayanan 
pengendalian menara telekomunikasi. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menurut ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi. 

Pasal7 
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur 
berdasarkan jenis pelayanan, jumlah dan jenis 
pemakaian bahan dan alat habis pakai 

5 

I Pasal 39 disempurnakan 

Pasal 44 ayat (1) 
disempurnakan 

1.	 Pasal7
 
disempurnakan.
 

2.	 Tingkat penggunaan 
jasa adalah cara 
pengalokasian 
sejumlah biaya-biaya 
yang dikeluarkan dalam 
melaksanakan suatu 
jasa/pelayanan kepada 
wajib retribusi, 
sehingga harus 
disesuaikan dengan 
struktur tarif retribusi. 

I I 
I	 I 
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Pasal12 
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan 

persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume 
sampah dan luas bangunan. 

(2~	 URtwl( m8R8AtwkQA 888an"yQ RilQi fj8R~~WAQ 

pelay81lQR f)efRsksiQR \;lVG wmwm Sit8Rtwk8R 
befs8s8rlHilR P8RSSWRSQRFlya. 

Pasal25 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis 
tempat dan kelas pasar yang digunakan. 

Pasal30 
Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat 
pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis gelsvaR8Fl 
YQRS sili8FiksR. 

Pasal35 
Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan dan/atau 
penyedotan kakus diukur berdasarkan 9iQYs a9~iRi8tFa8ij 

Iiisys P8RYliSlitEilR, liiEilyEil JJlimSWEilRSSR, siEilYEil ji8ASEilSEil8Fl, 
SQR P8fSWEiltEilFl pSflEiltEilFl SSR Iiisys fj8J:RbiFlSSFl. 

Pasai 45 
TiRsl(at JJeASWFlQEilR jEil8Ei1 R8tFiliwsi PeA@8AEilQliQR M8A8FQ 
Telel(omwRiI(8si Eiliwl(Wf b9FSSSQFI(EiIA i!8RQ.

II I 

Pasal12 
Tingkat penggunaan jasa pelayanan 
persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume 
sampah dan luas bangunan. 

Pasal25 
(1)	 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, 

jenis tempat dan kelas pasar/type pasar yang 
digunakan. 

(2)	 Kelas pasar/type pasar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal30 
Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat 
pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat 
pemadam kebakaran. 

Pasal35 
Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan danJatau 
penyedotan kakus diukur berdasarkan jumlah 
pembuangan tinja ke instalasi pembuangan. 

Pasai 45
 
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian
 
Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan persentase
 

I tertentu dan NJOP PBB menara telekomurukasi, 

5 

Pasal 12 ayat (2) dihapus
 
karena harus diatur dalam
 
pasal yang mengatur
 
tingkat penggunaan jasa
 
pelayanan penyediaan
 
dan/atau penyedotan
 
kakus.
 

Pasal 25 disempurnakan 
dengan menambah 1 
(satu) ayat yang mengatur 
tentang kelas pasar/type 
pasar 

Pasal 30 disempurnakan 

1.	 Pasal 35 
disempurnakan 

2.	 Tingkat penggunaan 
jasa adalah cara 
pengalokasian 
sejumlah biaya-biaya 
yang dikeluarkan dalam 
melaksanakan suatu 
jasalpelayanan kepada 
wajib retribusi, 
sehingga harus 
disesuaikan dengan 
struktur tarif retribusi. 

i Pasai 45 disernpurnakan 

I	 I 
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9 Masa Retribusi dan Pasal48 
Saat Retribusi Masa Retribusi adalah jangka waktu bagi wajib Retribusi 
Terutang 
Jangka waktu 

10 I Strukturdan 
Besarnya Tarif 
Retribusi 

I I
 

untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah. 

Lampiran I 
Jenis Pelayanan Jasa Jasa Jenis Pelayanan JasaINo. 

Sarana 

Lampiran I 
Tarif ( No. 

1 
1.000 
4.000 
5.000 

60.00 2 
20.00 
30.00 

20.00 3 
40.00 10 

150.0 

50.00 

100.0~ 
50.00 

50.00	 

SaranaPelavanan 
1 Rawat Jalan Rawat Jalan 

1.	 Rekam medis 
2.	 Pemeriksaan medis 
3.	 Konsultasi dokter umum 
4.	 ...dst. 

-i-TRawat Incip/hari-----~·,-~ 

1.	 Akomodasi 
2.	 Visite dokter umum 
3.	 Visite dokter spesialis 
4. ...dst.


W 3 s.d 9 ...dst.
 
10 I Pelayanan kesehatan
 

lainnya 
1.	 KIR kesehatan 
2.	 Pemeriksaan 

kesehatan haji tahap 1 
(satu) non 
laboratorium, non 
radiologi 

3.	 Pemeriksaan haji 
tahap 2 (dua) dan 
suntik vaksin 
meningitis 

4.	 Pengurusan/perawatan 
ienazahU 5. 

, 
I 

4 
-------.--',' ­

5 

10 

-----, 

Masa Retribusi 
Pasal48 

adalah jangka waktu 
Pasal 48 

yang I dengan 
disempurnakan 

menyebutkan 
lamanya bln/thn. 

1.	 Rekam medis250 750 250 
1.000 2.	 Pemeriksaan med3.000 1.000 
1.250 3.	 Konsultasi dok 1.250 

umum 
3.750 

------,<-, 
4.	 ... dst. 

15.000 Rawat Inap/hari45.000 
5.000 1.	 Akomodasi 15.00015.000 
7.500 2.	 Visite dokter umun 5.00022.500 

3.	 Visite dok 7.500 
spesialis 

4.	 ... dst. 
3 s.d 9 ... dst.5.000 15.000 

10.000 Pelayanan kesehatan 
lainnya 

30.000 
5.000 

1.	 KIR kesehatan 10.000 
2.	 Pemeriksaan 

37.500 kesehatan haji 
tahap 1(satu) 
non laboratorium, 37.500 

112.500 

15.000 non radiologi35.000 
3.	 Pemeriksaan haji 

25.000 tahap 2 (dua) i 15.00075.000 
12.500 dan suntik vaksin 

rnaninqifis I 25000 
37.500 

Visum et repertum ~.500 \37.500 4.	 pengurusan/P~112.500 
watan jenazah6.	 Praktek keaa 

Jasa Tari! (Rp) 
Pelayanan 

750 1.000 
3.000 4.000 
3.750 5.000 

45.000 60.000 
15.000 20.000 
22.500 30.000 

I 

15.000 20.000 
30.000 40.000 

secara limitatif rnasa 
retribusi sesuai dengan 
jangka waktu penggunaan 
jasa 

1.	 Lampiran I yang mengatur 
tariff pelayanan kesehatan 
lainnya disempumakan 
dengan nemabah frase 
"penggunaan sarana 
rumah sakit untuk 
kegiatan". 

2.	 Terhadap 
pelajar/mahasiswa yang 
melakukan praktik keria 
lapangan, magang, 
maupun penelitian 
seyogianya tidak 
dikenakan biaya, kecueli l 
apabila dalam praktik I 

maupun penelitian 
tersebut 
pelajar/mahasiswa harus 
menggunakan sarana 
kesehatan di rumah sakit, 
misalnya laboratorium dan 
sebagainya. 

112.500 150.000 

i 35.000 i 50.000 

175000 I 100000 

137.500 150.000 
I	 I 
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,-- lapangan/pelajar/bulan I --j--­
/7. Penelitian/judul I 

." dst. 

Pasal13 
(1)	 Strwktwr EilaR 99tH>lFRya tarif RetrililYsi P91ayaRelA 

P9FSaFRpat:laR/14899F6iAaR giElasarkaR paEla k89ijakaR 
Qel8Felt:l 98RsaR FR8FRp8Ft:latikaR t:liaya J,i8Ry8E1iaaR f.asilitas, 
k8R=lampWaR FRasyaFakat gaR aSFJ8k keaElilaR s8Fta wRtwl~ 

FJ9RSlJaRtiaR t:liaya FR9Ii~w&i 9iaya ~8RSWFR~wlaR, 
f38RgaRskwtaA, f38AaFRf3wR~aR, ~8FRWSRat:laR/f38RselaRaA 

saR=lf3at:l, 9iaya f38RY8E1iaaR lekasi t9FRf3at f38FR9WaFlsaR 
ekt:lir seRa eiaya efjElF9Si8Aai ElaR fjElFfl8liR9raaR,serta . 
f38FRal(aiaR W~ blFflWFR. 

(2)	 StFwktwr ElaR 98saFFlya &aFif R8&Fililwsi p81ayaRaR 
f38FS8FRpat:laR/k898F&iRaFl set:lasaiFRaRa EliFRakswEl paEia 
aya& (1) aEialat:l S89alJaiFflaAa tersaA&WFR ElalaFR baFflpiraR II 
yaAS rA8FWf3akaR lilagiaA yaRS tiElak t8Fpisat:lkaR Elari 
PeratwraR Qa8FaR iRi. 

sTRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 
RETRIBUsl PELAYANAN PERsAMPAHAN I KEBERSIHAN
 

(1)	 SetiaJ,i OFaRs/Qa~aA IIwkwFR ataw PeFloIsat:laaFl yaRS 
FR9RBaf3atkaR .Iasa P8R:19WaRsaR saFRpal:l s89asai lileFikwt 
1\. Setia~ eraFl't atalol PeiRilik lSaFl~wAaA eis8kitaF Pasar 

sif3WASWt RetFiswsi s899saFRp.fiQQ, ~IiFRa Fat we Fwpial:l) 
peFt:laFi. 

IS ~8tiaFil perwsaRaaA 9i~WFl~~d R8tFi9W6i 68gesar: 
ae Pasar Swalayan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu ru~

I I perhari. 

5.	 Visum et 
repertum 

6.	 Penggunaan 
sarana rumah 
sakit untuk 
kegiatan Praktek 
kerja 
lapangan/pelajarl 
bulan 

7.	 Penggunaan 

I 

Penelitian/judul 
...dst. 

sarana rumah 
sakit untuk 
kegiatan 

37.500 50.00012.500 

Pasal13 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut 
a. Pemilik Bangunan disekitar Pasar sebesar Rp.500,­

perhari, 
b. Pasar Swalayan Rp. 10.000,- perhari. 
c. Rumah Sakit Umum dan Swasta Rp. 10.000,- perhari. 
d. Kantor Swasta. Gedung Bioskop, Rumah Makan, 

Hotel/Penginapan dan industri Rp.5.000,- perhari 
e.	 Rumah Toko Rp. 1.000,- perhari. 
f.	 Taka - toko dengan ukuran : 

- Luas kurang dari 10m2 Rp. 500,- I..... 
- Luas 11 m2 sid 20 m2 Rp. 1.000,- I .... 
- Luas 21 m2 sid 30 m2 Rp. 600,- I .... 
- Luas 31 m2 sid 40 m2 Rp. 700,- I .... 
- Luas 41 m2 sid 50 m2 Rp. 1.000,- I.... 
- Luas lebih dari 50 m2 setiap kelebihan 1 m2 dikenakan 

2.500,- perbulan. 
g.	 Kios dan warung makan Rp. 1.000,- perhari 
h.	 Pedagang hamparan, los dan tenda Rp. 1.000,- perhari. 
i.	 Pemukiman penduduk dikenakan retribusi sebesar 

Rp..... per..... 
i.	 Pembuangan sampah ke TPA: Rp, 500.- perhari dan 

kelebihan dari 1 (satu) karung dikenakan Retribusi 
sebesar Rp. 100.~. 

1.	 Pasal 13 cisernpurnakan 
dengan menggabungkan 
Lampiran II Raperda ke 
dalam Pasal 13 

2.	 Disarankan untuk 
menambah objek retribusi 
pemukiman penduduk 
karena dalam Raperda 
belum di atur 

3.	 Jangka waktu retribusi 
toko belum dicantumkan 

4.	 Dengan digabungnya 
Lampiran II rnaka 
Lampiran seterusnya 
disesuaikan 

5.	 Terhadap pemakaian we 
umum dipindahkan 
menjadi bagian retribusi 
penyediaan dan atau 
penyedotan kakus 

I
 

I 

I
 
I
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Paeal14 
(1)	 raFit R8tris148i eitiRja14 1...8FROali ~aliAS laFRaa (tisa) taRIlFI 

69ka#. 
(2)	 PeRiRjailaR tarit R8triol:l6i 880asaiR:laRa eiFRakswe ~a~a 

ayat (1) Eli lak14keR 88R!!laFl FR9FR8FiRt:~~keR iR~8k6 Ra~a 

eaR f}eFk8FRSeRsaR perek6lRElFRiaR 
(i)	 P8R8tapaFl tarif reteFisl:I6i 880asai FReRa EliFRal<a6l:1e~a8a 

ayat" (2) sit6ltaflkaR el9R 911~ati 

&asiaA K88IMpat
 
&tFwlQwr ~aA &8sarAva Tarif
 

Paeal1i
 
(1)	 atrllktl:lF tarit eiseleRskaA oereasarkaFl p91ayaAaR yaRS 

eiS8Fil<aR, j8Ais seRa velwFRe 6a... paR yaRS eiRasilkaFl eari 
k9FRiilFRpl:laFl ~asyarakat. 

(2)	 ~tr14ktl:lF eaR se6aFRya tarif Eli t8tiiil~kaR 690asai 88Fikwt : 
1. bes - R~. igg, JRiiilri 
2. T9ke - R~. iOO, IRari
 
:i. l-liiilFRpiiilrElR - R~. igO, IRElri
 

Pasal20 Pasal20 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil EliS818AskaR Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan 
oerEla6arkiilR j8Ri& p91El';aAaR yeRS Elis8rikaR 6e8ElSEli... iiilRa sebagai berikut 
t6lFSaRhuR ElEllam "bam~ireFl IlIyaRS FR6IrWpakaFlSasiaR-~ I. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 
ti~ak terpiSElRkElA Elari PerEltwrElA QaerElR iAi. Penduduk: 
I.	 Biaya Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 1. Kartu Keluarga (KK) WNI............. ..... Rp. 10.000, 

Penduduk: 2.	 Kartu Keluarga (KK) Orang Asing Tinggal Tetap 
1.	 Kartu Keluarga (KK) WNI...OooOOooo ..oo... Rp.10.000, (WNA) Rp. 50.000,­
2.	 Kartu Keluarga (KK) Orang Asing Tinggal Tetap 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI...... Rp. 7.500,­

(WNA)......... Rp.50.000,­ 4.	 Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA...... Rp.50.000, 
3.	 Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI.. ...Rp. 7.500,­ 5.	 Kartu Penduduk Sementara........Rp. Tidak dipungut
 
4.	 Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA. .....Rp. 50.000,­ biaya. 
5.	 Kartu Penduduk Sementara.... Rp. Tidak dipungut 

biaya 

5 

1.	 Pasal 14 dihilangkan 
karena sudah diatur 
dalarn Pasal 50 

2.	 Pasal 15 dihilangkan 
karena sudah digabung 
dengan Pasal 13 
Raperda ini 

1. Pasal 20 disempurnakan 
dengan menggabungkan 
Lampiran III dalam Pasal 
20. 

2 Pernbuatan akta	 kelahiran 
yang tepat waktu maupun 
terlambat bagi WNI dan 
WNA merupakan 
tanggungjawab pemerintah 
daerah sehingga harus 
diberikan secara cuma­
cuma, sesuai Pasal 28 ayat 
(3) UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak 
dan Penjelasan Pasal 27 
ayat (2) UU No. 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 
~ 

' 

"	 I 
"IL_I I	 "________ 
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3. Setiap	 pelaporan kelahiran 
yang melebihi batas waktu 
tidak dapat dikenakan retribusi 
namun dapat dikenakan denda 
adrninistrasi atas 
keterlambatan tersebut, sesuai 
Pasal 90 UU No. 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi 
Kependudukan. 

4. Setiap pelaporan perkawinan 
yang melewati batas waktu 
dikenakan retribusi yang sarna 
dengan pelaporan perceraian 
yang tepat waktu, namun dapat 
dikenakan denda administrasi 
atas keterlambatan tersebut, 
sesuai UU No. 23 Tahun 2006 
tentang Adrnmistrasi 
Kependudukan. 

5. Surat keterangan pindah, tanda 
bukti pelaporan, dan 
pembatalan akta tidak 
termasuk objek Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak KTP 
dan Akta Catatan Sipil. 

6. Dalam tarif ditambah ditambah 
penerbitan dokumen Kartu 
Keterangan Bertempat Tinggal. 

7. Penetapan besaran sanksi 
administrasi tidak termasuk 
dalam komponen struktur dan 
besaran tarif, namun harus 
diatur dalarn Perda ini. 

8. Sanksi administrasi atas 
keterlambatan pelaporan 
pristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting agar 
disesuaikan dengan jenis-jenis 
pelanggaran yang diatur dalam 
Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 
91 UU No. 23 Tahun 2006 
tentang Adrninistrasi 
Ke endudukan. 

5
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9. Dalam menetapkan tarif 
retribusi, Pemda agar 
memperhatikan prinsip dan 
sasaran penetapan tarif 
retribusi [asa urnurn. 

I 
I 

6. Kartu Identitas Kerja...... Rp. Tidak dipungut biaya. 
7. Kartu Penduduk Musiman Rp. Tidak dipungut biaya 

II. Biaya Penerbitan Akta Catalan Sipil 
A. Biaya Penerbitan Akta Kelahiran 

1. Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) 
Umur.. Rp. Tidak dipungut biaya 

2. Akta Kelahiran Warga Negara Asing (WNA) 
Umur........................ Rp. Tidak dipungut biaya 

3. Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk 
Warga Negara Indonesia 
(WNI).................................... Rp 35.000, 

4. Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk 
Warga Negara Asing (WNA) . 

Rp. 150.000, 
B. Biaya Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan 

1. Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) 
a. Pencatatan dalam kantor 

sebesar.. ....."................... Rp.35.000,­
b. Pencatatan luar kantor sebesar . Rp. 70.000, 

2. Akta Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) 
a. Pencatatan dalam kantor sebesar Rp. 

250.000,­
b. Pencatatan luar kantor sebesar............. Rp. 

300.000,­
C. Biaya Penerbitan Akta Perceraian 

1. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp.100.000,­
2. Warga Negara Asing (WNA) .. o Rp. 500.000,­

D. Biaya Penerbitan Akta Pengakuan Anak 
1. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga 

Negara Indonesia Rp. 50.000,­

6. Kartu ldentitas Kerja..; Rp. Tidak dipungut biaya 
7. Kartu Penduduk Musiman Rp. Tidak dipungut biaya 

II. Biaya Penerbitan Akta Catalan Sipil 
A. Biaya Penerbitan Akta Kelahiran 

1. Biaya Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) 
a. Akta Kelahiran Umur... Rp. Tidak dipungut 

biaya 
9. ,o..kta K81aRiraR IstiR=t8\'tla(la~9raR R:l8Ie~iRi jiiRska 

'Naktw iQ Riiri)........... R~. ~i.gQQ, 

2. Biaya Kelahiran Warga Negara Asing (WNA) 
a. Akta Kelahiran Umur.... Rp. Tldak dipungut 

biaya. 
9. t\kta KelaRiraR IstiR=t8'Na (lii~eraR R:lele~iRi jaRsl,a 

'Naktw iQ Riiri) R~ 1QQ.QQQ, 
3. Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya 

untuk Warga Negara Indonesia 
(WNI).................. Rp 35.000. 

4. Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya 
untuk Warga Negara Asing 
(WNA)................................. Rp. 150.000,­

B. Biaya Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan 
1. Biaya Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia 

(WNI) 
a. Pencatatan dalam kantor sebesar Rp. 35.000,­
b. Pencatatan luar kantor sebesar Rp. 70.000,­

2. Biaya Aida Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) 
a. Pencatatan dalam kantor sebesar Rp. 250.000,­
b. Pencatatan luar kantor sebesar Rp. 300.000,­

~ .. Qiaya :,\kta Perka'lI'iRaR yaRS R:l818~iRi jaRska waktw 
9Q Rari eejal, taRs~al ~8R~86aRaR ~erka\lJiRaR 

R:l8RWFwt tata eiiF6l a~aR=ta R:laSiRS A:laSiR§ I 2. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak Oleh 
a lOla's? b's!1lac3IRdenesia "Albl" R~ 70 QQQ W::lrnl'l Necara Asinq Rp ron ono . 1·4:··_·· '-" .,••.., .. _. 'I _."'_._"'_._._ __ ._--, 
b. \A1a~a ~le8ara ,A,siR8 (lA'~IA) .... R~.4QQ.QQQ. 

I I 
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c. Biaya Penerbitan Akta Perceraian 
1, Warga Negara Indonesia 

(WNI) , Rp.100.000,­
2. Warga Negara Asing (WNA) Rp.500.000,­

D. Biaya Penerbitan Akta Pengakuan Anak 
1. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak 

oleh Warga Negara Indonesia ....... Rp. 50.000,­
2. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak 

Oleh Warga Negara Asing Rp.100.000,­
E. Biaya Penerbitan Akta Kematian 

1. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 15.000,­
2. Warga Negara Asing (WNA) Rp.100.000, 

F. Biaya Penerbitan Akta Ganti Nama 
WNA Rp. 25.000,­

G. liiaya PeReFllitiaR KaAwJiwFat Ke&eFaA8aR 
SeAemIJat TiRllal &taR Tanlla Bwkti PelaIJeFilRi 
~. ~WFSt I(St8FsRSSFI PiFiSSR QStSFIS IA'SFSS ~J8SSFS 

IFlS9FlS8is Qsls~ 'A'ilaysR IFiEilSFlS8is 
0... ~I"I 1"11"11"1 

~ ~ ~,... -.------.------, 
2. ~l;;Irst K8tSF8R8SFI PiFl8SR QStSRS P8Rswswk 

OrsRS A8iRS Qsls~ \OJilsYSR IFiEilSFl88is 
R~.1QQ.QQQ, 

3c.. ~WFSt ,KstsfsRSSFlPiRgaR ~sm8Rtsra 

V¥~JI. .... R~. 1Q.QQQ, 
4. ~wrst KstsF8F1SSFI TiRssal ~s~sRtsrs 

W~JI... ........ Rp. 1Q.QQQ, 
i .. ~wrst . KStSFSFlSSFl PiFiSSR I(slwsr ~J8ssri 

f~I(Pb~J) wFltllIk 'A(~JI. ""P.Hi.QQQ, 
i. ~wrst KstsraRssFi QstaRS ssri bllIsr ~Jsssri 

f~PQb~J) '.AJ~J1........ R~. ;jQ.QQQ, 
1. ~wrst I(StSFSRgSFI TSR'l~st TiRgssl f~KfT) wRtwk 

PSFIswEilwl< OrsFlS A&iRS tiRssl TSF8sta& 
R~.1QQ.ggg, 

i. ~wrst I(StSFSR8sFI PiRSSI:I QStSRg P8R8wEilwk 
Qf~SA8iA§-:riA!I!lal Ts~ata& ......Rje.1QQ.QgQ, 

Q. ~wrst I(stsraRgsR PiREilSR QStSFlS P8F18wEilwk 
OrsFI!I AsiR!! TiR!lS91.9ta~ ..... ; .... ""~.1ig.Qgg, 

I 

E. Biaya Penerbitan Akta Kematian 
1. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 15.000,­
2. Warga Negara Asing (WNA) Rp.100.000, 

F. Biaya Penerbitan Akta Ganti Nama 
WNA. " Rp. 25.000,­

G. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal Rp . 

I I 
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10. PSI6I~9FSI=l 6ISFt TSAllIs Qwl(tl· PSISfj9fi8F1 8SS1 
\o.'sfisa·~J8S6lr IR6ISFl8Eiis F¥lSFtgsFlsi· I(SI8RiF8Fl, 
PSFkswiAEiilA, R8rs8FsisA 8SA I(SF¥lSti8Ay8Ag 
.8rjEiil8i silwli!i ~JeS8ri. Rfj. ~i.gQQ, 

~ P8Is~SFEiilI=l FlSFI18StsI8A A:I,ts ;......Rfj. ~li.OQQ, 

12. P81sfil8FEiilFI PSFW8SRSI=l ~JEiilF¥l8 K88il!KslwSFS8 
c~	 ")1: nnn 

......re-e-e ,... _w.~. . ,...kSlUlRSFl Pc iUi.QQQ,Fl 
..................p~~8stslsR Psr i~sVJSFSaFlsS8rSS
1-i< P8Is~9FSR J;i8FW9SRSFl 

~. P.I.p.... • lA~.p.il: 
Rp.11i9.99g, ••••k.I......k .. R .19.9gg, 

11i. P.lap.... P~I:.a"I.~••••'." R:. 1ill.999, 
s.	 \o,,'SFSS"Isnsrs A&iRS ... .. 
h	 ...."'. PO 0 h on A.. : '0 nookB.	 .. 0 •••0.0" . 'B._B,Rp

4li. P.lap.~~ P8·~.'.f. I.~ ••••'. "R;~ lill. ggg,FSS 
s. Ol8A '-t:,8 .JSSSFS A&IFlS ...... 
9:QI8RhsFSS 'aR K88M,at , 

sakiI. A5I",iAietrae,SaA-81v: 
Pa8al21 

(1)	 ""tiap ~SFlSW8Wk 8iksFlSi &sFlI<si sSFFliRi6tFS&i 8SFW~S 

1;)8R&S sfja9il8 FFlsl8FFl~swi 8StSS '#8ktw Ji81sP8F8F1 
~8fi8ti'lts k8~SFl8W8ll!1l'f8R 

(il)	 i8tiafj PilR8W8WI'flilFi 8il<8ASksA.IiiIAI'fsi AsmiRistrsei 
9SFW~8 88R88 8PS8il8 IfISlaFFlfjSwi 8StS& VJsK*w 
~818~8F8A fj8ristiv;,s ~sAtiAS 

(6)	 ~8tiaJil fj8R6W8WI< YSR8 tsrisIfI9st 
~8milil(i!FFl8m~8rfjsRjsAS KIP 8i1(8ASi &8AI'f6i 
s8FRiAistFS&i 

(4)	 ~8ti8~ ~SFl8W8Wk YSFIS 8SFJil8rsi8A ti8Sk FFlSFFl8S\"S 
KTR SI'fSR Eilik8F1sl'fSA 8SA88 88miAi&tr8si 

(8)	 S8tia~ 8F8AS 8&iFlS Y8FlS 1f181f1iliki iaiR tiFlsssl tstsp 
t8F8St8& Y8F1S 8SFJil8FSi8A ti8Sk FFlSIfI9S¥JS &Wl'St 
kStSFSAS8R t8m~st tiAsssl 8il<SRSI<SA 88A8S 
l!IQmiRistFQsi 

(&}	 Pej88St ti8SS iR&teu~8i ti8isi<&SA8 FI1iIEiili'fwl(SA tiR8Sk8A 

54 

Pasal 21 disempurnakan 
Sanksi Administrasi 

Pasal21 
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap 
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kllrang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Bagian Keempat 

1 __­

http:1ill.999
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Pasal26 
~trlolktwr ~aR eesaFRya taFif RetFiewsi PelayaRaR Pasar 
Qig919Rsl~aR ~8F"asarkaR jeRis ~9layaRaR yaR!J Qi99FikaR 
&89asai~aRa t9FsaRtWFR QalaFR baFRpiFaR IV yaRS FRerlolpakaR 
9asiaR yaRg tias!'; ter~i&aRkaR sari PSFatwraFi Qaeraf:l iRi. 

iTRUK:rUA gA.N &liiJtRO.N TARIr& RliTRI8Uil PIiI.AV,o.N.t.N 
PJ':SLA.R 

1. ~trwktwr QaFl 98saFFlya tarif Qiteta~kaR s89asai 98rikwt 
I. PaGer Ti~8 A : 

1.	 ~etia~ ~esasaRS / ~8Rswsaf:la yaR!J FR8FlswRal<aFl 
f:laFR~araR Si~WFlSloIt R81Fisloisi (~alar) s898sar : YFRS 
sIs I FR:!R~. iQQ/f:lari biFRS s/s ~FR~ Rp. iQQ I f:lari 
TaFRBaf:laFl kel8Bit:laR tia~ tia~ FReter sari ~ FR:! R~. ~gQ / 
~ 

~.	 ~8tiap ~89a!JaFlS ataw ~eRswsat:la yaFlS FReRSSWRakaFl 
bee Qi~WFlS~t ialar e8gesar : 

a. bes s8FRi ~erFRaReFl (t8rFRaswk t8Flga~ 

YkwraR S /s 4 R:l:! : R~. 1.QQQ / f:lBFi 
YkwraR Iii s/s 8,i FR:l : Rr;i. 1.~QQ I f:laFi 
YI<wraR 7 s/s Q FR;l : Rr;i. 1.iQQ / f:laFi 

9. bes ~8rFFlaFl8R 

UkWF61R s/~ 4 FRa : R~. 1.~QQ / f:l9Fi 
YkwraFl Iii s/s i.i FR:l : Rr:J. 1.iQQ / f:leFi 
YkwraR 7 s/s Q FR:l : Rr;i. 1.7iiQ / f:laFi 

~.	 e8tiap ~esasaFlS ataw ~8Fl9wsaf:la yaFlS R=l8FlSSIoiRakaR 
I(ies 9i~WFlSWt ialar s8B8saF : 

a.	 I(ies s8FRi peFFRaFl8R 
Ykwr9R sis 4 FFl:! : Rp. 1.~QQ I f:lelri 
YI<WF6IR Ii S:'" 8,i FFl~ : Rp. 1.liiQQ i t:lari 
YkwraFl 7 sIs g FR:! : R~. 1.7iQ / f:laFi 

9. Kies p8FFFlaReR 
YI<WFelFl s/~ 4 R:l:! : Rp. 1.liiOQ I t:l9Fi 
YkWFaR i srs 8ii ~ : Rp. 1.790 / f:lQri 
UkwFaFl 7 srs g FRa : Rp. a.QOO / t:laFi 

4.	 ~etiap peSaSQRS e1taw ~eR9wsat:la yaFlS R=l8RSSWRakelR 
Tek8 sipwFl~wt ~aliF s898sar : 
iii. TQk9 YlilRS WkWFSFllwliI&FlYS &14 Q "'~ i Rp. ~ OOQ ' !;Iari 
~. Taka YliIRS WkWFSFllwliI&Rya g &14 11 ",:l j Rp. ~.AQQ l!;lsri 
(,) TakeYliiAS WkWFSRlwliI&Rylii 1~ &14 14 I¥l:l j R8 ~ iQQ l!;lsri 

A.I~'A ~ A~ _,~-I "'r'_I __ •• ___ ___ ••• __ •• _ .. r--_, "'7r-n I L __ ~I j	 I tko' tr"" )i:lII~'ctll't"'laJ! I 1aI:fa111i I I) 6t--t8".,.,...--nllll -,~~L_____ I ....~-,~.'"_iJ40'"'.fo-ofl~ld..IUt	 I 
I 
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Pasal26 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar 
ditetapkan sebagai berikut: 
I. Pasar Tipe A : 

1. Harnparan dipungut Retribusi (Salar) sebesar : 0 m2 sId 
2I m Rp. 500/hari 1m2 sId 2m2 Rp. 800 I hari 

Tarnbahan kelebthan tiap-tiap meter dan 2 m2 Rp. 200 
I hari 

2. Los dipungut Retribusi (Salar) sebesar : 
a. Los semi permanen/tenda 

- Ukuran sId 4 m2 
: Rp. 1.000 I hari 

- Ukuran 5 sId 6,5 m2
: Rp. 1.200 I hari 

- Ukuran 7 sId 9 m2
: Rp. 1.500 I hari 

b. Los permanen 
- Ukuran sId 4 m2 : Rp. 1.200 I hari 
- Ukuran 5 sId 6,5 m2 : Rp. 1.500 I hari 
- Ukuran 7 sId 9 m2 : Rp. 1.750 I hari 

3. Kios dipungut retribusi (Salar) sebesar : 
a.	 Kios semi permanen 

- Ukuran sId 4 m2
: Rp. 1.200 I hari 

- Ukuran 5 sId 6,5 m2
: Rp. 1.500 I hari 

- Ukuran 7 sId 9 m2
: Rp. 1.750 I hari 

b. Kios permanen 
- Ukuran sId 4 m2 : Rp. 1.500 I hari 
- Ukuran 5 sId 6,5 m . Rp 1 750 I hari 
- Ukuran 7 sId 9 m2 : Rp. 2.000 I hari 

4. Taka dipungut retribusi (Salar) sebesar : 
a. Luas sid 9 m2

: Rp. 2.000 I hari 
b. Luasn 9 sId 11 m2

: Rp. 2.200 I hari 
c. Luas 12 sId 14 m2 

: Rp. 2.500 I hari 
d. Luas 15 sId 16m2 

: Rp. 2.750 I hari 
e. Luas 17 sId 20 m2 : Rp. 2.900 I hari 
f.	 Luas 21 sId 22 m2 : Rp. 3.000 I hari 
g.	 Luas 25 sId 28 m2 : Rp. 3.500 I hari 
h.	 Luas 29 sId 35 m2 : Rp. 4.000 I hari 
i.	 Luas 36 sId 39 m2 : Rp. 4.500 I hari 
j.	 Luas 40 m2

: Rp. 5.000 I hari 
k.	 kelebihan tiap-tiap 1m2 dikenakan tambahan 

: Rp. 350 I hari 
5. MCK dipungut Retribusi	 (Salar) Rp. 700 ( tujuh ratus 

rupiah) I satu kali pemakaian 

18 
_._-~ 

5 

Pasar 26 disempurnakan 
dengan menggabung 
Lampiran IV ke dalam Pasal 
26, dengan adanya 
penggabungan maka 
Lampiran IV dihilangkan dan 
Lampiran seterusnya 
menyesuaikan. 

I
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8. TekEl Y'II~S WkWFIilR IW86Rya 17 iJsI Ag ~<! ; [;;rfj A,ggg / Asri 
.. Teke yaRS wkwraA IWEl&AY9 A1 &/" AA ~;> ; [;;rfj. a_ggg , AElri 
S· Teks YElRS WkWrQR IW96Rya Ali &'" Ail ~;> ; [;;rfj. a,ljjgQ , AQri 
~I leks Y9RS (;JkWFQR IWEl6Flya .g &/Q ali ~"' ; [;;rfj. 4 gQQ ' AQ~i 
,-leke Y9RS loIklolF9R IWa&Aya ai &/s! ag ~"' . IiiIp. 4 &jQg , l:laFI 
j.leke:' 9ilRSWRIilFl wkwraR IW8& 4gm"' . Rp, Ii ggg , l:laR 
k l81(e I liJllRSWR8R wkwr8R IW9& 4g ~;>~ 
I.	 kele9il:l9R tiall tiap 1R'1"' iikeAskaA tiilR'l~a~aR Rp. aiQ / 

I:KiIH 
Ii. eetia~ ElraRS ~aFlS FRElASSWFlakaR 'PiC E1ik8RakaA 

R8tri~w8i (ealar) R~. lOO ( t~wl:l ratw6 rwpiaR) I eatw 
kali JiElFRal(aiaR 

U, Pasar li~8 Q ; 
1.	 e8tia~ ~8sasaRS l ~8RswsaRa Y6lRS FFlElRS~WA6IkaR 

l:lafJI~araR SirWRswt R8triiw8i (eelar) 88~El861r: 
bwes 19/81 A'l ~Ji. 700/Rari 
6W6l6 1 6/EI~FRa ~p. 1.000/Rari 
TaRo'l9al:laR ItSIS8iR6IFl tia~ tiap FRstsr ~srsssi Elari ;2 If:la 
ElikElRal(aR taA'l8aRaR R~. ~Og ( ewa latws rw~ial:l ) I haEi 

~. astialil IilsEiasaRS/~8Rswsal;:Ja yaRS FRSRSSWAakaA bS8 
Si~WRswt Rstri8wsi ( ealar) sS8s8ar: 
a. bS8 SSFRi IilsrA'laRSR (tsrR:leswk t8REla) 

YkwraR 8/s 4 Rla ~p. 7iQ/1:l6lri 
YI(WraR Ii ii/s i,1i FR:a ~p. 1QQO/l:lari 
YkwraR 7 sIs QFRa Rp. 1.~gg/l:lari 

9. bes fJerFRaR8R (teFA'le8wk t9R~a ) 
YkwraA s/~ 4 R:\:l Rfj, 1.QQQ/I;:J6Iri 
UkwraR Ii ii/s 8,1i R=l:l ~fj. 1.~OQ/l:lari 
UkwraR 7 ii/s Q FR:a R~. 1.liQQ/i:1ari 

:i. estia~ ~ElEIasaRS f ~sRswsal:la ~aAS Rl9RSSWRakaA Kiss 
8ifJWASWt R9tri8W8i (ealar) 8s9s8aF: 
e. Kiss SSRli ~SrR=laR9R (tsrRl8swk tSREIa ) 

YkwraR 8/s 4 FR:! Rp_ 1.gggll:l6lri 
YI(WraA Ii sIs 8,9 FR:! ~~. 1.~QQ/l;:Jari 
UkwraR 7 8/s Q R:\:a R~. 1.liQQ/l;:Jari 

9. Kis6 ~SrFRaA9R (tsrFRaswk t9REla ) 
UI(wraR ii/s 4 Rl:! Rlil. 1.;I00/1;:Jari 
YkwraA Ii 8/9 i,i FR:! Rp. 1.liQOjl;:Jari 
Yk~raR 7 sIs Q R:\:a Rfj. ;I.0ggjl;:Jari 

-~---~-----~---~-~--_.---_.~~--~.-
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II, Pasar Tipe B ; 
1. Hamparan dipunqut Retribusi (Salar) sebesar:
 

Luas sId 1 m2 Rp. 700/hari
 
Luas 1 s/d2m2 Rp, 1_OOO/hari
 

. . .	 . . 2
T~mbahan kelebihan trap-nap meter persegl dan. Z m 
dikenakan tambahan Rp. 200 ( dua ratus rupiah ) I 
han 

2. Los dipungut Retribusi ( Salar) sebesar: 
a. Los semi permanen/tenda 

- Ukuran sId 4 m
2 

Rp. 750/hari 
- Ukuran 5 sId 6,5 m2 Rp. 1.000/hari 
- Ukuran 7 sId 9 m2 Rp. 1.200/hari 

b. Los permanen/tenda
 
- Ukuran sId 4 m

2 
Rp, 1.000/hari
 

- Ukuran 5 sId 6,5 m
2 

Rp. 1.200/hari
 
- Ukuran 7 sId 9 m2 Rp. 1.500/hari
 

3. Kios dipungut Retribusi ( Salar) sebesar: 
a. Kios semi permanen/tenda 

~ Ukuran sId 4 m
2 

Rp. 1.000/hari 
~ Ukuran 5 sId 6,5 m

2 
Rp. 1.200/hari 

~ Ukuran 7 sId 9 m2 Rp. 1.500/hari 
b. Kios permanen/tenda
 

- Ukuran sId 4 m2 Rp. 1.200/hari
 
- Ukuran 5 sId 6,5 m2 Rp. 1.500/hari
 
- Ukuran 7 sid 9 m2 Rp. 2,OOOihari
 

4. Toko dipungut Retribusi ( Salar) sebesar: 
a. Luas sId 9 m

2 
: Rp. 2.000fhari 

b. Luas 9 sId II m
2 

: Rp. 2.200/hari 
c. Luas 12s/d 14 m

2 
: Rp. 2.400fhari 

d. Luas 15 sId 16 m
2 

: Rp. 2.500/hari 
e. Luas 17 sId 20 m

2 
: Rp. 3.000fhari 

f. Luas 21 sId 24 m2 
: Rp. 3.400/hari 

g. Luas 25 sId 28 m
2 

: Rp. 3.800/hari 
h. Luas 29 sId 35 m2 

: Rp. 4.000/hari 
i.	 Luas 36 sId 39 m

2 
: Rp. 4.500fhari 

j.	 Luas 40 m
2

: Rp. 5.800fhari 
k.	 Kelebihan tiap - tiap 1m2

, dikenakan 
tambahan Rp, 200 ( dua ratus rupiah)1 hari 

4. eetie~ 1il98asaFlS j fJSRSW8aRa 'laRS fJl9RSSWAakaR T91(e 15. MCK dipungut Retribusi ( Salar ) Rp. 1000 (Seribu rupiah )1 
Elif,iIlASWt Rstri9wsi ( ealar) SS9El6ar: satu kali pemakaian. 
a. TElI<s ~eRS wkwraRA~a &19 Q Rl:! : RfJ- ~.OgQ/l:lari 

5
 

I	 I 9. T.eke yeRS wkwraRR~a W8/li111Rl:l : R~fJ:: :b.2~g~g~/::a:n . I 
9. Take ~aAS wkwFeRR~a 1~s/El 14 Rl:! :~.3:4QQ//:laf:.

I'---__I. S. Take yeAS wkwraRA~a 11i iifEi .,a>Al~a::±:: ~~::.~~-.,.~~~f.~ _ ~ 



----------
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I 

-
1 2 3 

e. Teke yaR~ wkwraFiFIya 17 sts :;lg A:I;J : ~p. a.gOOll:lari 
J. TQI(e yaRg wkwraFiRya ~1 S/9 ~~ A:la--: Rp. a.400/l:lari 
9. Teke yaRg wkwrilFiRya ~fi elg ~i A:liI : ~p. a.iOOll:lari 
/:I. Teke yaFl!!! wkwFaFlFlya ~Q s/II ~fi A:liI : Rp. 4.gg0ll:lari 
i. Teke yaR~ WkyraRFIya ~i s/II dQ A:liI- : ~p. 4JiOO/l:lari 
j. TekeilsaR~YFlaFi wkwraR Iwa& 4Q A:I:l : Rp. li.iQQIRari 
k. Tek9/BaFl~wRaR wkwraFllwas ~g A:I:l~ 
I. Ksle9it:laFi tiap tiap 1FRiI 

, ElikeFiakaFl taFRiat:laFl Rp. ~gQ 
( Elwa ratYE rypial:l)/ I:lari 

i.	 ~etiap QraFig yaFl!!J A:l8F1!!J!!JWFlakaR we WFRWFR Elik8RakaR 
R8triiwsi ( ~alar ) Rp. flOg (liA:lil FatYS rwpiat:l ) / iatw kali 
pSFRakaiaR. 

Pasal31 
itrwktwr ElaFi 98iarFiya tarif R8trisYsi p8FR8rikiaaFi alat 
p8FRaElaFR k8sakaraR 9ig818RgkaR &srElaiarkaFi jeRis pelayaFliiR 
YiilR!!J EliiQrikaFi i89asaiFl=lGlRa t9r6QFltYFR ElalaFR baFRpiraR V 
FReFwpakaR -sasiaFi yaRS tigak terpieat:lkaFl eari PeratwraFi 
QaeFaI:l iRi. 

&lAYKlYR I;>A.N aIiS...R",N 1=."AIF 
RIiTRlaUSI PIiMIiRIK& o..o.N "~AT PIiIII:J)AM Klia...KAAAN 

a.	 Rurnah Pribadi : 
- Pemeriksaan I Pengujian lokasi., ....Rp. 50.000,-/alat 

--~ - ­ ~~~~-~-~---~----

4 -
-<­

5 

1. 
alat I 

2. 

Pasal 31 disempurnakan 
dengan menggabung 
Lampiran V ke dalam 
Pasal 31, dengan adanya 
penggabungan maka 
Lampiran V dihilangkan 
dan Lampiran seterusnya 
menyesuaikan. 
Struktur dan besaran tarif 
Retribusi Pemeriksaan 
Alat Pemadam 

b,	 Badan LJsaha I ya I Kebakaran agar 
- Pemeriksaan I Pengujian lokasl.....Rp. 75.000,-/alat dibedakan atas jenis alat 

pemadam kebakaran. 
- Pemeriksaan I Pengujian lokasi. ....Rp.100.000,-/alat 

c.	 Perusahaan 

l~!	 i ... dst. 
_~L	 , 



21 

1 2 3 4 5 

PasaJ36 
S.,YktYF saR 9S&afRya tarif ~9tFi9Y6i PSRY9giaaR (jaR/alaY P8RY8gstaR KakY8 
91~9IQR~kaR 89rrl9sarkaR j9Ris psI9yaRaR yaR!,! si9srikaR 6S8a~ai~aRa 

IsrsaRtYFR ealaFR baFR~iraR VI yaR§ ~SrYfl9kaR 8agiaR yaR§ ti(jak Ier~i8al:1kaR 
garl PeratyraR Qaeral:1 iRi 

i1=AUK:rUA ~'\N iliiiAA,o.N ;,A.AIF 
RIii1=Alil,jil PiN\<liigIAAN gANIA+AU PiN¥igo:rAN KAKUi 

i. Slruklur dan besarnya larifRelribusi sebagai berikul : 
a. Kakus yang berfungsi sosial. antara lain Sekolah, Rumah Ibadah, 

Rumah Sakil Pemerinlah, Puskesmas, Panli Sosial sebesar Rp. 
75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) 

b. Kakus Rumah Tangga Ilempal linggal sebesar Rp. 1 00.000,00 
(Seratus ribu rupiah) 

c. Kakus berfungsi umum sebasar Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh 
lima ribu rupiah) 

d. Kakus yang bersifal komersial dikenakan larif sebesar Rp. 150. 
000,00 (Seratus lima puluh ribu ruiah) 

ii. Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan penyamhungan selang 
lebih dari 20 (dua puluh) meier, maka pemakai I pengguna jasa 
penyedolan kakus harus menambah biaya sebagai berikul : 

1. Kelebihan sId 5 Meier dikenakan biaya lambahan sebesar 10% dari 
jumlah Relribusi 

2. Kelebihan dari 5 Meier sId 10 Meter dikenakan biaya tambahan 
sebesar 15% dari jumlah Relribusi 

3. Kelebihan dari 10 Meier sId 15 Meter dikenakan biaya lambahan 
sebesar 20% dari jumlah Relribusi 

4. Kelebihan dar; 15Meier sid 20Meier dikenakan biaya lambahan 
sebesar 25% dari jumlah Relribusi 

e. Kelebihan dari 20Meier ke alas dikenakan biaya lambahan sebesar 
35% dari jumlah Relnbusi 

Pasal36 
Slruklur dan besarnya larif Relribusi Penyediaan dan/alau Penyedolan 
Kakus dilelapkan sebagai berikul: 
a. Kakus yang berfungsi sosial. anlara lain Sekolah, Rumah Ibadah, 

Rumah Sakil Pemerintah, Puskesmas, Panli Sosial sebesar 
Rp.75.000,· (Tujuh puluh lima ribu rupiah); 

b. Kakus Rumah Tangga I lempat linggal sebesar Rp. 1 00.000,­
(seratus ribu rupiah); 

c. Kakus berfungsi umum sebesar Rp. 125.000,- (Seralus dua puluh 
lima ribu rupiah); 

d. Kakus yang bersifat komersial dikenakan larif sebesar Rp.150.000,­
(Seralus lima puluh ribu ruiah); 

e. Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan penyambungan 
selang lebih dari 20 (dua puluh) meter, maka pemakai I pengguna 
jasa penyedolan kakus harus rnenambah biaya sebagai berikut : 
1) Kelebihan sId 5 Meter dikenakan biaya tambahan sebesar 10% 

dan jumlah Retribusi 
2) Kelebihan dari 5 Meter sId 10Meter dikenakan biaya tambahan 

sebesar 15% dari jumlah Retribusi 
3) Kelebihan dari 10 Meter sId 15 MeIer dikenakan biaya 

tambahan sebesar 20% dari jumlah Relribusi 
4) Kelebihan dar; 15 Meter sid 20 Meter dikenakan biaya 

lambahan sebesar 25% dari jumlah Retribusi 
5) Kelebihan dar; 20 MeIer ke alas dikenakan biaya tambahan 

sebesar 35% dari jumlah Relribusi 
f. Terhadap orang yang mendapatkan pelayanan pernacaan MCK 

dipungut retribusi sebesar Rp. 1000,­

1. Pasar 36 disempumakan dengan 
menggabung Lampiran VI ke 
dalam Pasal 36, dengan adanya 
penggabungan maka Lampiran 
VI dihilangkan dan Lampiran 
selerusnya menyesuaikan. 

2. Tarif pada lampiran II angka (3) 
"Terhadep orang yang 
mendapalkan pelayanan 
pemakaian we umum dikenakan 
relribusi, untuk mandi Rp1.000 
dan buang air besarlkecil 
sebesar Rp1.000,-" digabung 
sebagai bagian dar; lalif 
Retribusi Penyediaan dan/alau 
Penyedolan Kakus pada Pasal 
36. 

Pasal41 

Struklur dan besarnya larifRelribusi Pelayanan Tera I Tera Ulang aig919R~kaFi 

9sraasarkaR j9Ris fl91ayaRaR yaR§ rli9srikaR sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VII yang merupakan bagian yang lidak lerpisahkan dart Peraturan 
Daerah ini. 

Pasal41 

Slruktur dan besamya larif Relribusi Pelayanan Tera I Tera Ulang 
sebagaimana lercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang 
lidak terpisahkan dari Peraluran Daerah ini. 

1. Pemerintah Kabupalen Tulang Bawang 
dapal memungut RetJibusi Pelayanan 
TerafTera Ulang apabila rnemiliki SDM 
Penera dan Alai Keme~ian sesuai 
Pennend2Q t-Jo. SO/M-DAG/PERJ10/2009 

2. Apabila Pemkab Tularg Bawang belum 
menyediakanl memijiki alat-alat lera, 
dalam rargka pelayanan tea-eraulang, 
maka dalam Raperda ini agar 
dilambahkan 1 (satu) pasal dalam 
ketentuan peralihan yang menyatakan 
bahwa pemunqutan Relribusi Pelayanan 
TeralTera Ulang akan dilaksanakan 
<;etf!lah Pemdil memberikan oelavanan 
teraltera ulang dan telah menyediakan 
alatuntuk melakukan oelavanan tersebut 
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1 5 2 3 4 

11
 Wilayah Pemungutan
 

12 Masa Retribusi dan 
Saat Retribusi 
Terhutang 

13 Penentuan 
Pembayaran, Tempat 
Pembayaran, 
Angsuran dan 
Penundaan 
Pembayaran 

Ll
_
 

Pasal46 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasl dikenakan sebesar 2% (dua persen) selaRla d 
taRwR sitarik eetia~ taRIoiR dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan 
Bangunan Menara Telekomumkasi. 

Pasal47 
Wilayat::l ~8A:lYRswtaR Retribusi adalah ditempat kegiatan 
pelayanan da/am wilayah Kabupaten Tulang Bawang. 

Pasal48 I 
Masa Retribusi adalah jangka waktu Basi wa,ii9 Retri9101&i wRtwk 
A:l8A:laR~iidkaR jasel sari ~eFR8riRtal:l saeraR. 

BABXV 
PIiMUN<;;UlAN RiTRlliUil 

Bagian Kesatu
 
Taia CaFI PeMwAswtaA
 

Pasal51
 
(1)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu 
I langganan. 
~ QalaFR Aal \OlaJiB Retri9101si teRQRtlol tif.lak FR9FR9ayar t8flat 

~afila waktwRya ataw kwraRS FR8~Bayar, filikeFiakaR &aRk&i 
aSFRiRi&tratif gerw~a 9wFlsa &8geSar ;l ~ (filwa ~8r&8F1} 

s8tialil DwiaR sari Retriliw&i yaRS t8rwtilRs yaRS tifilak atilw 
kwraRS siliayar filaR sitasii:l fileFisaR FReRSSwR9/i9R "TRQ. 

(4)	 PeRasii:l9F1 RetriBw&i terwtaFlS &89asaiFRaRa siFRakews ~aElii 
ayat (4) SiS9RWlwi &8RS9R SJloIratTeswraFi. 

(5) Tata	 cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

liasiaA Ke....a 
PeAUIAyataA
 

Pasal52
 I 
(1)	 Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk 

mendanai keqiatan yang berkaitan langsung denqan 
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 

(2) Qiaya 99FRiFli&traei yaFl8 FReli~wti ~iaya ~8RfilaA9raFl, ~iiiya 

~erilisa9R-"~c=9iaya J)eFl8awae9Fl·ffi9rbl~akaR"U 

~~~ .~ ~.~ ~:~~~n!: ~:::: I
==~::~:=: kii'~:~i~a~:~:~&;~=~:~_WR_SW-.JtI 

Pasal46
 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara
 
Telekomunikasi dikenakan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai
 
Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara 
Telekomunikasi. 

Pasa/47 
Retribusi jasa umum dipungut di wilayah Kabupaten Tulang 
Bawang. 

Pasal48 
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya . 

BABXV
 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
 
Bagian Kesatu
 

Penentuan Pembayaran
 
Pasal51
 

(1)	 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan 
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan 
kartu langganan. 

(4)	 Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disetorkan secara Bruto. 

(5)	 Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal52 
(2)	 Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan 

untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung 
dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pernanfaatan penerirnaan 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah tentang APBD 

_ 

Pasal46 disempurnakan 

Pasal47 disempurnakan 

Pasal48 disempumakan, dengan 
menyebutkan secara Iimitatif 
masa retribusi {1 (salu) bulan, 2 
(dua) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 
(satu) tahun} 

Judul Bab dan Bagian serta 
Pasal 51 disempurnakan, dan 
ayat (3), ayat (4) dihilangkan 
karena mengatur sanksi 
administrasi dan penagihan 

Judul Bagian dan ayat (2) 
dihilangkan, karena 
penerimaan retribusi harus 
disetor secara Bruto ke Kas 
daerah dalam waktu 1 X 24 
jam dan alokasi pemanfaatan 
pungutan retribusi 
dialokasikan dalam APBO 

I	 I
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Pasal53 Pasal53 
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaliqus. sekatiqus. 
(2) Retribusi yang terutang harus dtlunasi selambat-lambatnya (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-Iambatnya 

15 (lima belas) han sejak diterbitkannya SKRD atau 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersarnakan. dokurnen lain yang dipersamakan. 

(3) rata saFa ~8FR~ayaFaR, ~eRyet9FaR filaFl teFRfjat ~efl:l9ayaraFl (3) Tata cara pernbayaran, penentuan ternpat pembayaran, 
RetriBwsi altaFl filiat~F le~iR laFljwt gElR~aR PeFatblFaFl QblpatL angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur 

dengan Peraturan BupatL 

14 Penagihan Bagian" , 
Pasal.. 00.'" 

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan 
didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang 
sejenis. 

(2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi 
terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus 
melunasi retribusi yang terutang, 

(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Bupaf atau Pejabat yang ditunjuk. 

(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran 
diatur dengan Peraturan BupatL 

15 Ketentuan Pidana Pasal64 Pasal64 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibaJlnya 

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang 
tidak atau kurang dibayar. tidak atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah (2) Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang 
pelanggaran, dilakukan oleh penduduk, petugas dan badan hukum 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur 
merupakan penerimaan neqara. dalam Undang-Undang Nomer 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. 
(3) Tmdak pidana sebagaimana dimaksud pada ayai (1) 

adalah pelanggaran. 

I I I 
(4)

I 
Denda sebagaimana dimaksud 
Inerupakan penerirnaan negara, 

pada ayat (1) adalah 

"--~~~"----~~ ._~-~~.~ 

5 

Pasal 53 disempurnakan 

Ditambahkan Bagian dan 
Pasal baru yang mengatur 
tentang penagihan, dengan 
danya penambahan bagian 
dan Pasal baru, maka Bagian 
dan Pasal selanjutnya 
disesuaikan 

i i
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Penghapusan 
Piutang retribusi 
Yang Kedaluarsa 

BAB XVIII 
KADALUWARSA PENAGIHAN 

16 I Ketentuan 
Peralihan 

17 Ketentuan Penutup 

Penetapan dan 
Pengundangan 

I I
 

8AIi XXI'.' 
Ki:riNTUI.N PiR.f.l..IN:A.N 

Paealii
 
QiASSR 88FIskwRyS P8FStwFilR QS8FSR iRi, fJ8FstwrsFi
 

fJ818k88RSSR M:lS8iFlS FAS8iRS Fl8F8tWFSR l;liliFilR
 

FAiR!j8F1i1i RitFi8W8i "888 YFAWFA FAil8iR 88F1i1kw &ifJSRjSRS
 

tissk 8iA8RtSFISSR i1i1Rlstliw &SFAlillii i1iRSIiR 

i1it8tSJj'ksFlRYS Jj'8FiltwrsR fJ81i11~&SRilSR P8F8tWFSR Qil8FliR 
if;ti;. 

Pasal67 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in; 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang. 

Ditetapkan dj Menggala 
j;lada tanggal~ 2012 

BUPATI TULANG BAWANG. 

4 

BAB XVIII
 
KEDALUWARSA PENAGIHAN
 

Pasal.....
 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 
1.	 Peraturan daerah Kabupaten 

Nomor.; Tahun .... tentang.... 
Tulang Bawang Tahun... Nemor 
Kabupaten Tulang Bawang Nemer 

2.	 Peraturan daerah Kabupaten 
Nomor.; Tahun .... tentang.... 
Tulang Bawang Tahun... Nomor. 0' Tambahan LD 
Kabupaten Tulang Bawang Nemer .... ); 

3. dst. ..
 
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 

Pasal67 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

I~ ABDURACHMAN SARBINI _______JABDURACHMAN SAP~'NI 

Tulang 
(LD Kabupaten 

, Tambahan LD 
); 

Tulang Bawang 
(LD Kabupaten 

pengundangan Peraturan Daerah 
penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Tulang Bawang. 

Ditetapkan di Menggala 
pada tanggal 2012 

BUPATI TULANG BAWANG. 

Bawang 

ini dengan 
Kabupaten 

5 

Judul bab disempurnakan 
dengan menyempurnakan 
kata Kadaluwarsa, yang 
lain menyesuaikan 

Ketentuan Peralihan 
dihilangkan, karena 
dengan diundangkannya 
UU No. 28 tahun 2009, 
maka semua Perda dan 
peraturan pelaksanaannya 
bertentangan dengan UU 
tsb, Bab dan Pasal 
selanjutnya menyesuaikan 

1. Penambahan Pasal baru 
yang mengatur tentang 
pencabutan Perda yang 
mengatur tentang 
Retribusi Jasa Umum. 

2.	 Dengan adanya 
penambahan pasal, 
urutan pasal selanjutnya 
rnenyesuaikan 

Pasal 67 disempurnakan 

Nama pejabat yang 
menetapkan dan 
mengundangkan tanpa gelar, 
pangkat dan NIP serta tanpa 

I gans bawah, sesuai dengan 
UU No. 12 Tahun 2011 

, , 

18 
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Lain-lain 
1. Penjelasan 

2. Lampiran 

-~ 

3 

Diundangkan di Menggala 
pada tanggal 2012 

SEKRETARIS 
KABUPATEN TULANG BAWANG. 

~ DARWIS FAUZI, M.iL M.IP 
P8FFlliiAEiI blteFFle Mwse 

~Hp. 1gidQi~i 1Q74Q;2 1 QQ1 

-

Lampiran I: Peraturan Daerah Kab. Tulang Bawang 

No 
-~." 

I 

Nomor Tahun 2011 
Tanggal: 2011 

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

JASA 
JENIS PFloA YANA N I ~t~~A PEL>\YAl'IA!'i.. , ...._------+-

Rawar Jalan 
1 
2. 
3. 
4. 
5, 

6. 
7. 
8 

OSt.. ...... 

Rekam Medis 
Pemeriksaan Medis 
Konsultasi Dokter Umum 
Konsultasi Spesialis 
Rawat Kunjungan (kc Rumah 
Pasien) 
Tindakan Injeksi 
Pelayanan Farmasi 
Tes Buta Warna 

~~~.~~---_._-----~---_.._-----~.~. 

-

-_._~.-

4 
. ~-----

Diundangkan di Menggala 
pada tanggal 2012 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG, 

DARWIS FAUZI 

-

LAMPIRAN I ..	 PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
TULANG BAWANG 
NOMOR TAHUN 2012 
TANGGAL 2012 

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA 
TARIF PUSKESMAS, PUSLlNG, PUSTU, BALAI 

IRPI 
PENGOBATAN DAN TEMPAT PELAYANAN 

1.000	 KESEHATAN LAINNYA 

5
 

Penjelasar dihilangkan, 
tidak perlu ada penjelasan, 
jika semua sudah jelas 

1.	 Pengeti an Larnpiran 
oisemp rnakan dan 
lampira lainnya 
rnenyes uaikan 

2.	 Tempat tanggal dan 
pejabat yang 
mengurdangkan dan 
ternbars n daerah 
dihilang kan 

3.	 Nama pejabat yang 
menetapkan Perda tidak 
memak i gelar 

250 750 
1,000 3.000 
1.250 3.750 
3.750 11.250 
2.500 7.500 

500 1.500 
250 750 

1.250 3.750 

4.000 TARII'JASA JASA
JENIS PELAYANANNo I'ELAYANAN IRPI5.000 SARANA 

15,000 RawatJalanI 
10.000 1.000250 750I.	 Rekarn Medis 
2.000 4.0001.000 3.0002.	 Pemeriksaan Medis 
1.000 5.0001.250 3.7503.	 Konsultasi Dokter Umum 
5000 15.0003.750 11.2504.	 Konsultasi Spesialis 

10.0002.500 7.5005.	 Rawat Kunjungan (ke Rumah 
2.000500 1.500Pasien) 
1.000250 7506.	 Tindakan Injeksi 
5.0001.250 3.7507.	 Pelayanan Farmasi 

8.	 Tes Buta Wama 

OSt.. ...... 
.~---
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2 3 

Qitet6lfiil<61R-ei-MsRSS8Ia 
Pses tSRSgsl, - 2Q12 

BUPATI TULANG BAWANG, 

GR. ABDURACHMAN SARBINI 

Qh.lFuilaA81<sR si MeRgg6l161 

54 

BUPATI TULANG BAWANG, 

ABDURACHMAN SARBINI 

~S8S tSRSS81, 2Q1~ 

i~I(R~TARli 

VAI!aYPA::rli~j TUbA~j(; iA'AlA~j", 

Qf8. QAR'ACli j;ia.61~1, M.iL M.IP 
P8F1'1~iA6I Yt6l~s Mwes
 

Nip. 1QiiQ626 1Q14g~ 1 gQ1
 

bEMiARA:~J QA~RA:1oI KAiYPATr;~j TYbA~j(; iNJVA:~JG 

lAWY~j 2g1~ ~IQMOR ...... 

..~._---

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/370/B.lIIIHKlZ012 
TANGGAL : 17 APRIL 2012 

HASIL EVALUASI TERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

No 
1 

Materi Raoerda 
2 

Rumusan Raoerda 
3 

Rumusan Penyempurnaan 
4 

Keterancan 
5 

1 Judul Raperda BUPATI TULANG BAWANG BUPATI TULANG BAWANG, I Setelah Frase Bupati Tulang 
Bawang, diakhiri dengan tanda 
baca koma (,) 

2 Konsiderans 
menimbang 

a. 

b. 

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang yang 
mengatur Retribusi dan masuk dalam golongan Retribusi 
Perizinan tertentu perlu disesuaikan; 
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas 
perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang tentang Retribusi Perizinan tertentu. 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang yang mengatur 
Retribusi dan rnasuk dalam golongan Retribusi Perizinan 
tertentu perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu 
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
tentang Retribusi Perizinan tertentu; 

Konsiderans menimbang 
disempurnakan dengan 
menuliskan tanda baca titik 
koma (;) disetiap akhir kalimat 

3 Dasar hukum 
I Mengingat 

6. Undang ~ Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahub 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan undanq ­
undanq nornor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4844); 

18. PeFalwFaR PeAller::iRla!;l ~JeFR8r:: iii TaRwR ~Qg1 T8RlaR~ 

Relri9W&i QaeFa!;l (beFR9ar::aR ~18~ar::a R8~W91ik IR98R8Si61 
TaRwR ~gg1 ~19FR8r 199, Tameahan ~9araR ~IQsar61 

R8~W91ik IR99R8sia ~J9FRer 41~9~; 
17. P9F61lwFaR P8A11QriRl61R ~IQFR8r 8a l61RloIR ~Qgfi 19R1aR~ 

P998FRiR P8FR~iRaaR eaR P8Rsa'NaSaR 
P9RY9'QR~saraaR PeR=lQriRlaR QaeraR (b9~9araR ~Iesara 

RO(ll:fI?"'< In€l8RQciQ tahuR 2gge r>lemoF 1<!Q, TaFR~aRan 

b9FR9ar::aR ~198aFa R9~wlillik IR98F19&ia ~JeFRQF <187a~; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu~ 2004 No~or 125, Tambahan Lem.baran 
Negara .Republlk Indonesia. Nomor .4437) sebaqaimana 
telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nemer 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor4844); 

Dasar Hukum mengingat 
nomor 16, dan 17 
dihilangkan, nomor 6 
disempurnakan dan urutan 
disesuaikan dengan hirarki 

peraturan per-Uuan 

I 
4 IDiktum 

Irnernutuskan i 

MEMUTUSKAN : 
,I 

MEMUTUSKAN: Penulisan tanda baca titik 
. dua {.) ::;etelah Frase IIMemutuskan, tanpa spasi 



------------

'2 

1 2 3 4 5 

5 Diktum PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN Setelah frase PERATURAN 
Menetapkan TERTENTU TERTENTU. DAERAH TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN 
TERTENTU, diakhiri tanda baca 
titik (.) 

6 Ketentuan Umum BABI BAB I Pengetikan kata "Dalarn ..... " 
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM disejajarkan dengan kata 

Pasal1 Pasal1 PERATURAN pada Diktum 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud Menetapkan 

dengan: 
7 Nama, objek dan PasalS PasalS Pasal 5 ayat (2) disempurnakan 

subjek (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah 
pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan 
pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 
dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan 
ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KBD), 
bangunan (KBD), koefisien luas bangunan yang Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian 
meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan 
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka 

(3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati 
pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan bangunan tersebut 
milik Pernerintah atau Pemerintah Daerah. (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasal9 Pasal9 Pasal 9 disempurnakan 
Dengan nama PeR:l~eFiaR Izin Gangguan dipungut Retribusi Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas 
atas pemberian izin ganguan. pemberian izin ganguan. 

Pasal 10 Pasal10 I Pasal 10 ayat (2) 
(1) Objek Retribusi Izin Ganguan adalah pemberian izin I (1) Objek Retribusi Izin Ganguan adalah pemberian izin tempat disempurnakan 

tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau usahalkegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang 
Badan yang dapat menimbulkan acaman bahaya, dapat menimbulkan acaman bahaya, kerugian dan/atau 
kerugian dan/atau ganguan, termasuk pengawasan dan ganguan, termasuk pengawasan dan pengendalian 
pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah 
untuk mencegah terjadinya gangllan ketertiban, dan terjadinya ganguan ketertiban, kese!amatan atau kesehatan 
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi 

L I 

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud 
oada avat (1) adalah ternpat usaha/kegiatan yang telah I (2)L ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

norma keselamatan dan kesehatan kerja. 
Tidak termasuk Obiek Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah tempat usahafkegiatan yang telah1 
ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. .~'-------
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Pasal11 Pasal 11 Pasal 11 ayat (1) 
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan disempurnakan 

yang memperoleh Izin Gangguan Pemerintah yang memperoleh tzin Gangguan dari Pemerintah 
Daerah. Daerah. 

(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi 
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan atau Badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan. pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan. 

Pasal16 Pasal 16 Pasal 16 ayat (1) 
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan disempurnakan 

yang memoeroleh Izin Trayek. yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah 
(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi Daerah. 

atau Badan yang menurut ketentuan peraturan (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi 
perundang ~ undangan Retribusi diwajibkan untuk atau Badan yang menurut ketentuan peraturan 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk 
pemungut atau pemotong Retribusi lzin Trayek. melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek. 

8 Cara mengukur Pasal7 Pasal7 Pasal 7 disempurnakan 
tingkat TiASl'diilt ~eFlS8wFl88A JSS8 Siwk..r 88rs8s8fl~8Fl IW88 (1) Tingkat penggunaan jasa 1MB diukur dengan rumus 

I penggunaan [asa ~. ifli8ks--ifltegrits8&, '/sll;lme, . jm~el(8 I yang didasarkan atas faktor luas lantai banqunan, 
fi8m68RgwA8R 68rw 8t6l.. ·tiFlgl(st 1(8rws6II~8R. SEiR I:IQ~61 jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan 
8Ei1tW8A bangunan. 

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan bobot (koefisien). 

(3) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: 
a. Koefisien Luas Bangunan 

- Luas sId 100 M koefisien . 
- Luas sId 250 M koefisien ,. 
- Luas sId 500 M koefisien . 
- Luas sId 750 M koefisien . 

l.uas sId 1000 ~.J1 koefislen .. D •• 

- Luas sId 1500 M koefisien..... 

I I I I 
051.. ... 

I I 
I I I I I 
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Pasal12 
TiRskat ~8RS8I:1Ra6lR jas<iI Qit8t6l~kaR 98FS6IS6IFk6lR j8Ris I:IS6IA6I 
~aR h:laSnHiRg temf361t wsaRe saR g8leR~aR f3erI:lSaRElElR 

I I II I 

4 

b.Koefisien Tingkat Bangunan 
- Bangunan 1 Lantai koeffsien.... 
- Bangunan 2 Lantai koeflsien.. " 
- Bangunan 3 Lantai koefisien .... 
- Bangunan 4 Lantai koefisien.. .. 
Ost.. .. 

c. Koefisien Guna Bangunan 
Bangunan Sosial Koefiien.... 
Bangunan Perumahan Koefiien .... 
Bangunan Fasilitas umum Koefiien .... 
Bangunan Pendidikan Koefiien .... 
Bangunan Kelembagaan/Kantor Koefiien .... 

osi.. 

J I 
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Struktur dan 
Besarnya Tarif 
Retribusi 

9 

4 

Pasal8 

3 

Pasal8 
(1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan Rp..... 

seea~aiFFlaRa tersaRholFFl galaFFl baFFlpiraR I gaR ~aFFllillr6lR II 
Strwldwr QaR 98sarRya tarif Retri9l:lsi ii!iR FFl8R9irikaR BaR~wRaR 

(2) Struklur dan besarnya tarif Retribusi lzin Mendirikan 
yaR~ FFlerwpakaR easiaR yaRS tiQ6Ik t8rpisat:lkaR Elarl PBratwraR Bangunan ditetapkan dengan rumus: 
Qaeral:l iRi Retribusi := (l.uas Tempat Usaha x Koefisien Dasar Bangunan x 

Koefisien Luas Bangunan x Koefisien Ketinggian Bangunan x 
I.	 iTRUK:rUR gAN CARl. MiNGUKUR 8liilo,Rlo,~J TARIF Koefisien Jalan) + Biaya Administrasi 

RIiTRl&Uil 

Ii~lil6li Keefisi8R Qasar (ia61R~WAaR (KbliR~h1RaR (KQ.....S.I...... d' l, _~.i.. ".II.;S' 81, "".~.I.. ~••• 
e' IFFlal(Shl" Q I laR l!laR~•••S.' ...ril••,, 4)-.", P•••I 8 P , ~.... ,""81

RhlFRhlS Pert:lit~ eflRGI6IrlRya 61gillat:l 

~etri9wSi li!iR MR::;ri yarl~ gililakai QalaFR
bJsat:la ){ Keefisi8R karl liaRShiRilR 619alaR FFlBReRtwl"aR
8••S...." ".or ,II..., 8••S.... b••• "'...pal~ 1618R ketiR~siaR liaR x Keefisi8R bwas 
1\ S SfoIFiaR x I<; . 
x.trwktwr ElaR e98fl6i8R 

teta k 9sarRya tarif I . 
1\ p;tR~~9a~ai 98Fil(Witi!IR MeR9irikaR QaRShiRa .
 
; L eeflsI8 Q R 91


I R asar liaR (i6l peSfoIR6IR (1<;I;'i)< 

RSWR6IR1	 liaR rFRaA8R 
. SWR6IR PerWFR6It:laR . 

2 

b OGlrn..,h.--d..o.~ lu~t" 1..l"t1 J\A2t:".Jt:'L1h.I'LU2 
.,...• :O"'UII 00"5=" .pue .,.".,. hi OiG 100 !'W'r'"'""'~ 

2 

2 ~ I~ "'U::n al2
 

"'';:~JA '::u::n U2
 

2 

5
 

1	 Rumus perhitungan retribusi0 

1MB yang terutang disesuaikan 
dengan masing-masing tarif 
dan koefisien yang dietur 
dalam Raperda inL 

20	 Disarankan agar biaya 
a(jministrasi digabungkan 
dalam tarif bangunan bukan 
tarif tersendiri. 
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21 3 
~_ua~n hnrl"""nf..,j I~hih #'\I""ll",i &:.nn. P..A2 01'\, "7&:.11llL1 - ,.::::1_ , """"'-..- •• \; """Gil" 'p- · "" 1 

~. PBAsaftaFaR Qerkas pBrR:!9RBRQR ~Rtwl( BaA!t~FlaR 

keR'lBrsil : 
D~flRlln~-.1~"r:!oii VI'F~""I'I rt"lFI ')nn L\M2 O.n. 
....-- ...,,~-.-..- •• -_.•_."............--. ''''''_'',=, ~'-..... ""'" ••-. • ..,....
 

iQ.,QOQ 
D~ ....ftllF"\.,et. __---.h..o.rl~+~1 F)f\f\ IlJl2 '''''...... If¥\_'''''i hnfilJl20n.---..... ..--,. --'","",' ...................- .-.---.--------.,........ ""........ ...,,- ...,...
~ .~

100.000~ 

D""'llnI'lJJnp,u" h.l":lt.rl"=,,,nt~i I.&.h.ih J"'Il~rll::.nn lA2 0_ ... &:I\ f\{\fl--":::J-"-" -_.. _ .... _ •.• __.... --_... ~ --.·~.------------.------··"'''''''''I 

20 Siaye P9R=1eriksaaR K9Astrwksi QaFl!t~RaR 

QaR~~RaR Q8rlaAtai K~reRS sari ~OO M2 R~, 
100.000 

D_~II'"l""'1"'l h..l"ll.rl ..... ,.,+..."i 'lnn lJl2 L"'_""'!l.l"Y'U"'\"",i J:nn 1l1:201""\ 
--"';::J~-----------'-----'---'''''''' .. """" •.---. --......po..... ""","v .w •• ",...--. 

~Og.OOO 

QeAS~AaR s8rlaAtai IQ8it:l Eleri Bgg M2 Rp. iOO.OOQ, 
6. Qiaya PBR!tawasaR PBlaksaRaaA 8aR~"AaR : 

D.."F'U"'.IU"~ "'.ll""'Io.rJ~I'"to"'_i lL'llr~......... ......"r; ")/"\" L\J112 0""
 
~_w·, ......."" •••• ".....
 

~-"::::I~"-" 

DPli"t."'tillF'V"H''l hhrl_f"\j."""i V')nn lA2 ~""'lf¥\_.,ii J:.f'ln ""20_ 
~~' ~.._,,<~. _vv n. __ ...,.._. wwv n ...... 

---, 
~~p\n ho,.l""",n • ..,i 16hih "'~ri ~l\_lA2 ~ 

~-";:J_•• _n_~~ ..._ •• w_", __.. 'w. • 'f"'._vW 

Pasal13 . . R !taA~~~aR 1(1)'arif RBtFI9WSI I~I	 Be
iStFwktlolF SiR gesaFRyaQ laR:! baA'ol~iraFl I. YiFl~ ~8rwJilakaFl I pesebagai~aJlaterGam;w~ .a El I"QFel~raR Qaerat:l IAI.I BaSlaR yeAS tlElal( terplsaRkaR arl Ta 

Lu 
.. STRUKTUR gA.~ iiiIiSARAN T',RIF LZI•• (2) Nila 

GA.NGGUA.~ seb 
Nilai TL, IL, IG, LTU sebagaimana dimaksud dalam a. 
Pasal 13 perinciannya adalah sebagai berikut : 
a. Nilai Tarif Lingkungan (Tl.) ditetapkan sebagai 

berikut : 
Jenis Usaha 

No Jenis Lingkungan 
Industri Lainnya
 

1
 lingkungan Pertokoan Rp. 900,· Rp. 800,­
2 Lingkungan Pasar Rp.1000,- Rp. 900,-

Lingkungan Pemukiman Rp.1100,- Rp. 1000,­
4
 
3 

Lingkungan Sosial Rpo 1200,- Rp. 1100,­
D-. 1'1nn c .... -t'1nnIi... " ... " .............. O .......................h ..... I
L-I P'~'~k~b~"n~~' ".~~ ..'"	 ~ ..".. , I "j'.• V"'-,· I ;oj'. ',"'N,· I I b. 

4 
..	

5 
._--_...• _ .•• __ " .• __M__	 ~--~~~~~ 

_~~,~ _"~.~~~  ~~  

~~'- --~'--~- --,~-~---~ 

.­

Pasal)3 1. Tower tidal< termasuk objek 
sarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada Retribusi Izin Gangguan agar 
hitungan sebagai berikut: dihilangkan. 
If Llngkungan x lndeks Lokasi x lndeks Gangguan )( 2. Pengenaan Retnbusl lzm 
IS Ruang Tempat Usaha Gangguan untuk bangunan tower 
i TL, IL, IG, LTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan adalah terhadap pemakaian 
agai berikut: gense!. 
Nilai Tant Lingkungan (Tl.) ditetaokan sebacai berikut: 3.	 Terhadap pengusahaan 

tower/menara telah dikenakanNo Jenis Ilnqkunqen Industri Lainnya 
Retribusi Pengendalian Menara1. Lingkungan Pertokoan Rp900,- Rp800,-
Telekornunikasi, Retribusi Izin

2. Lingkungan Pasar Rp1.000,- Ro900,- Mendirikan Bangunan, dan Pajak
3. Lingkungan Pemukiman Rp1.100,- R01.000,- Bumi dan Bangunan Perdesaan 
4, Lingkungan Sosial Ro1.200,- Ro1.100,- dan Perkotaan. 
5. Lingkungan Persawahanl Rp1.300,- Rp1,200,- 4. Banyaknya jumlah pungutan 

Perkebunan terhadap pengusahaan 
Nilai Indeks Lingkungan (iLl dltetaokan sebesar: iowerimenara dapat 

No Jenis Jalan Kelas Indeks mempengaruhi harga jual kepada 

1. Jalan Neqara 1 6 konsumen dan menghambat 

2, 
3, 

Jalan ProVInSI 
Jalan Kabupaten 

L 

3 
0 

4 

iavestas di suatu daerah, 
I 

4, Jalan Kernpurr - 4 3	 I 
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~- - ... - -- --- -- --- ---- --- .- ------- ----- -- ----
Jerus Jalan K e I a s IndeksI ~o 
-~~="- --~~~-

1 
-=-

Jalan Negara 1 6 
2 Jalan Provinsi 2 5
 
3
 Jalan Kabupaten 4
 
4
 

3 
Jalan Karnpung 4 3 
c. Nilai Indeks Ganoouan ( IG ) : 

No Jenis Gangguan lndeks 
1 5 
2 

Gangguan Sesar 
Gangguan Sedang 4 

3 Gan<:JQuan Kecil 3 
d.	 Luas Tempat Usaha (LTU) 

Luas tempat usaha adalah Ruang Bangunan ! 
Ternpat yang digunakan sebagai tempat ! 
penunjang usaha. 

2.	 Khusus untuk perhitungan Menara Tower Luas 
Ternpat usahanya dihitung berdasarkan Tinggi Tower 
dikali 4. 

c.	 Nilai Indeks Gangguan (IG): 
i No ) Jenis Gangguan 

I 

Indeks 
1. Gan uan Sesar 

------+1-- ~ 
1--_2_._ Gangguan Sedang---- ---~~~-~ ~ ---il~~-,-

3. Gangguan Kecil 3 
d.	 Luas Tempat Usaha (LTU) 

Luas tempat usaha adalah ruang bangunan/tempat yang 
digunakan sebagai tempat penunjang useha 

(3)	 Penggolongan Perusahaan ditetapkan sebagai berikut: 
1. Perusahaan yang termasuk kategori gangguan besar 

a.	 Industri teksti; 
b.	 Pabrik kimia 
c.	 Pabrik pupuklobat-obatan 
d. 4 s.d 47 ...dst. 

2. Perusahaan yang termasuk kategori gangguan sedang 
a.	 Pabrik ukiran dan alat-alat rumah tangga 
b.	 Cucian mobil 
c.	 ...dst. 

3. Perusahaan yang termasuk kategori gangguan kecil 
a.	 Pabrik makanan dan minuman 
b. Pabrik pakaian jadi/konveksi 

...dst. 

1__~_~
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3. Penggolongan Perusahaan 
A. Perusahaan yang termasuk kategori gangguan 

besar 
1. Industri Tekstil; 
2. Pabrik Kimia; 
3. Pabrik pupuklobat -cbatan: 
4. Pabrik penyamaan kulit dan pengolahan kulit: 
5. Pabrik pabrik serat sintetis; 
6. Pabrik vernis, cat, lak serlak dan sejenisnya; 
7. Pabrik obat - obatan tidak termasuk jamu 

tradisional; 
8. Pabrik sabun dan alat pembersih; 
9. Pabrik Industri bahan peledak, korek api dan 

sejenisnya; 
10. Pabrik karet dan industry barang - barang 

terbuat dari karet; 
11. Pabrik semen dan sejenisnya; 
12. Pabrik kerarnik, 
13. Pabrik batu baterai dan accu; 
14. Pabrik Pencelupan logam; 
15. Pabrik makanan ternak; 
16. Pabrik pulp kertas; 
17. Pabrik minyak goreng; 
18 Pabrik penggergajian kayu: 
19. Pabrik triplek, playwood dan seienisnya: 
20. Pabrik gula; 
21. Pabrik tapioca; 
22. Pabrik industri elektronika; 
23. Pabrik alumunium; 
24. Pabrik industry karoseri mobil; 
25. Hotellnternasional atau berbintang; 
26. Restoran; 
~ Show room kendaraan bermotor­
28. Show room barang - barang alat elektronika; 
29. Bilyard centre amasumi dan mesin permainan 
anak - anak; 
30. Pergudangan/tempat penyimpanan barang; 
31 Pernbibitan ~v~m ras avam nptplnr dan-. __ •.. --­ --­ -r s r-: •. ---I __.1_..• ..... __ w_. __ ---_. 
pedaging; 
32. Penyewaan alat - alat berat; 
33 Perusahaan kecao: 
':lA Distributor obat - obatan dan bahan kimia; v-r. I

I _ _ I I 
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35. Distributor traktor dan alat - alat sejenisnya; 
36. Pompa bensin; 
37. Panti pijat; 
38. Penyalur minyak pelumas: 
39. Perusahaan minyak nilam/cengkeh/serai; 
40.	 Pembakaran batu kapur: 
41. Villa I kecil; 
42. Penimbunan pipa gas/serat; 
43. Pertambakan; 
44. Bangunan sarang burung wallet; 
45.	 Bioskop kelas A dan B; 
46. SPBU / Pom Bensin; 
47.	 Pabrik penggilingan padi / Heier; 
<l ii. Tew8F: 

B.	 Perusahaan yang termasuk katagori Gangguan 
Sedang 
1 Pabrik Ukiran dan alat ~alat rumah tangga; 
2. Cucian mobil; 
3. Pabrik rajutan; 
4.	 Pabrik bata, genteng, teraso, batako dan lain
 

-lain;
 
5. Pabrik pengecoran logam, pengolahan logam; 
6.	 Pabrik plastic; 
7. Bengkel mobil (las karbit, listrik); 
8. Bangkel ketok, duco dan sebaqainya; 
9. Pabrik batu kapur/krokes da sejenisnya; 
10.	 Pabrik penggilingan beras, kopi, dan lain ­

lain; 
11. Pabrik perusahaan lain yang sejenisnya; 
12. Bioskop kelas A, B; 
13. Toko alat elektronik; 
14. Toko alat bangunan; 
15. Bioskop kelas C, 0; 
16. Toko swalayan; 
17. Hotei/losmen / penginapan / mes; 
18. Toko kaca mata; 
19. Toko jam / arloji; 
20. Toko emas / perhiasan lainnya; 
21. Toko onderdil/ alat variasi mobil; 
22. Bauty salon / potong rambut / barber shop; 
23. Bank swasta: 

I I I 24. Health centre:
 
I I 25. Praktek dokter;
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26. Biro perjalanan jasa, angkutan; 
27. Video rental, shooting video. poto studio; 
28. Kontraktorl konsiltan/ instatator: 
29. Ekspedisi angkutan barang; 
30. Notarisl Pengacara; 
31. Kolam pemancingan; 
32. Leveransirl garansi hasil bumi; 
33. Vulkanisir ban; 
34. Pembuatan bak mobil (truk): 
35. Gedung pertemuan; 
36. Penyewaan generator; 
37. Toka makanan ternak; 
38. Agen undian berhadiah; 
39. Toko alat - alat listrik; 
40. Usaha show artis; 
41. Toka alat -alat olahraga; 
42. Penggilingan kopi bubuk; 
43. Perusahaan took ~ took Lin yang sejenis 
minimarket; 
44. Kontraktor, perdagangan umum dan 
sejenisnya; 
45. Biro reklame; 
46. Cleaning service; 
47. Laundry (binatu); 

I 48 Kantor cabang; I I 
49. Usaha meubeler; 
50. Took meubel dan alat rumah tangga; 
51. Rumah makan/bakery; 
52. Leveransir bahan bangunan (pasir, batu dan 
sejenisnya); 
53. Perdagangan daging dan ikan; 
54. Warung Internet; 
55. Penyewaan alat pesta, alat music dan 
lapangan olahraga; 
56. Steam Mobil I pencucian mobil; 
57. Pengobatan tradisional; 
58. Kolam renang; 
59. Mess. pondok wisata. pondok pemuda dan 
penginapan. 

C. Perusahaan yang termasuk katagori gangguan 
kecil 

I ! 

1. Pabrik makanan dan minuman; 
2. Pabrik pakaian jadi/konveksi; 
6.-­

I 
I 
. _ 

I

_I 
I 

I 
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4. Pabrik rotan dan anyaman - anyaman 
barnbu: 
5. Pabrik alat - alat otahraqa dan kantor; 
6. Percetakan; 
7. Pabrik rumah tangga; 
8. Pabrik es balok; 
9. Pabrik perusahaan yang sejenis; 
10. Mesin permainan anak-anak; 
11. Warung kelontongan; 
12. Pedagang ikan asin; 
13. Peternakan sapi perah; 
14. Peternakan ayam unggas; 
15. Rumah potong hewan; 
16. Tempat - tempat kursus keterampilan dan 
sejenisnya; 
17. Salon kecantikan; 
18. Warung nasi, kopi dan sejenisnya; 
19. Taman bunga; 
20. Budidaya ikan hias; 
21. Pertambakan; 
22. Kolam air deras: 
23. Rumah kontrakan I kos; 
24. Praktek dokter umum I gigi I hewan I 
psikologi; 
25. Rumah sakit swasta I klinik bersalin; 
26. Biro jasa lamnya; 
27. Servis jam, alat - alat kantor dan sejenisnya; 
28. Leveransir bahan bangunan (pasir, batu dan 
sejenisnya); 
29. Penyewaan alat ~ alat pesta; 
30. Penyewaan alat - alat music/band dan 
kelengkapan lain -lain; 
31. Penyewaan alat ~alat olahraga; 
~ Perhiasan ernas, perak dan sejenisnya­
33. Peru sahan es krim; 
34. Pencucian mobil; 
35. Pengeceran undian berhadiah; 
36. Pengobatan tradisional; 
37. Koiarn renang; 
38. Rumah pondok wisata, pondok pemuda dan 
penginapan; 
39. Pemangkas rarnbut, 1:­Studio radio .wasta; '--1 _ 

IJ 
I 
I 

I 
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42.	 Pertukaran gigi; 
43.	 Usaha roti; 
44.	 Kios ~ kios 1 los dalarn pasar; 
45.	 Pebuatan sepatu 1sandal; 
46.	 Menjual minyak eceran. 
47.	 Service radio I televise; 
48.	 Service sepeda 1 becak; 
49.	 Usaha barang - barang bekas; 
50.	 Reparasi accu 1dynamo; 
51.	 Penyedotan tinja; 
52.	 Praktek Bidan; 
53.	 Usaha Fotocopy; 
54.	 Usaha penjahit; 
55.	 Steam motor 1pencuclan motor; 
56. Perdagangan sayur mayur dan buah ­
buahan. 

Pasal 18 
iStrwkbn . ~aR l:HI88FAylil t..rit PliitFil:lwei lillA tFyil1 89I:la~liliFAQAQ 

hIF&8AtWFFI glillEilFFl LtliFFlpiFSA III YIiIRS FF1i1FwpakaR 9lilSililR YlilFlS tisak 
tllFpi&liI~kaR gilri P9FllIt...F9R ~lilllFilR iRi. 

iTRUI(TUR gAN iiiARAN T,\AI,. RiTRliUill:6:IN TIitP¥il( 
ii, liiiR tFEily9k ilSR lilP9F9&i ; 

1.	 Kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk Rp. 150.000,­
2. Kapasitas kurang dari 9 tempat duduk Rp. 50.000,­

9,	 l;;)liIftlilF whiRs/kart... PlilRSliIWiiI&liIA . 
1 !c;liIpa&itlil& g &ii1FF1pQi 98F1SEilA 1~ t8FF1PQt lilwQwl~ iOlp ilQ,gQg, 
~ KapQ&itlil& kWFliiAS 8aR g tilFFlpat ilW8Wk Pili. Hi,ggg, 

I	 _ -.L I I 

54 

1. Kartu pengawasan sudah tercakup 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin trayek ditetapkan 

Pasal18 
dalam pemberian izin trayek, 

sebagai berikut: sehingga tarif untuk kartu 
pengawasan dapat digabung ke 

5 tahun; 
1.	 Kapasitas 9 sarnpai dengan 12 tempat Rp. 150.000,-1 

dalam tarif retribusi izin trayek. 
2.	 Kapasitas kurang dari 9 tempat duduk Rp. 50.000,-1 I 2. Masa berlaku izin trayek adalah 5 

5 tahun tahun sehingga tarif dikenakan per 
5 tahun. 

3.	 Sesuai dengan Pasal145 UU No. 
28 Tahun 2009, obJ€k Retnbusl IZIn 

Trayek adalah pemberian izin 
kepada orang pribadi atau badan 
untuk menyediakan pelayanan 
angkutan penumpang umum pada 
suatu atau beberapa trayek 
tertentu. 

4.	 Sesuai dengan Pasal64 ayat (1) 
Kepmenhub No. KM.35 Tahun 
2003, izin operasi adalah izin untuk 
melakukan kegiatan angkutan tidak 
dalam trayek. 

5.	 Berdasarkan hal tersebut diatas 
maka disarankan agar menqhepus 
ketentuan izin operasl karena tidak 
termasuk objek Retribusi Izin 

i	 Trayek. i 
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Pemungutan 

Masa Retribusi dan 
Saat Retribusi 
Yang Terutang 

Penentuan 
Pembayaran, 
Tempat 
Pembayaran, 
Angsuran dan 
Penundaan 
Pembayaran 

~.,-

3 4 

Pasal19 I Pasal19 

\!}!ilayaR PeR=l~R§~taR Retribusi adalah ditempat kegiatan IRetribusi perizinan tertentu dipungut di wilayah Kabupaten 
pelayanan perizinan dalam wilayah Kabupaten Tulang Tulang Bawang. 
Bawang. 

Pasal20 Pasal20 
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya bln/thn. 

wRtwk R=leFRaRfaatkaR periii!iRaR terleRtw Eilari PeFReriRtal:1 
Qaeraf:l 

Masa Retri9wsi aEilalal:t jaR§ka ':'Jaktw sasi '....ajis Retriswsi 

Pasal23 Pasal23 
(1)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau I(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

dokumen lain yang dipersamakan. (2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. (2)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
Dokumen lain yang dipersamakan sebaqairnanadirnaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan I (3) 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan 

kartu langganan. kartu langganan. 
(a)	 QalaA=! l:1al wajie Retriewsi terteRtw tiEilak FReFRsayar tepat I (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada 

paEila waktwRya ataw kwraR§ FR8FRSayar, EilikeRakaR ayat (1) disetorkan secara Bruto. 
saRksi aEilFRiAistFastif serw~a sWRga 6e~e69r d~{, (Eilwa I (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur 
p8F6eR) 6etiap swlaR Eilari Retrisw6i yaAS terwtaRS yaRS lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
liEilak ataw klolr6lRS sisayar saR Eilitesif:l 98RsaR 
FReRSSWRakaA iTRQ. 

(4)	 PeRasif:laR Retriswsi t8rwtaR!iil seSasaiFR9Ra EiliFRakswe 
paee ayat (4) EiliEilaf:lwlwi geAsaR itwrat T8!iJloIraR. 

(5)	 Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal24Pasal24 
(1)	 Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan I (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk 

untuk rnendanai kegiatan yang berkaitan langsung mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan 
dengan penyelenggaraan pelayanan yang penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 
bersangkutan. (2)	 Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan 

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
'k (,t ~. I 

(2) iiava aOFRiRistrasi \'aA~ FR8liswti sieva seAEileAaraR, 9ia'la 
samer: :aaR2Ri2va :sncav:asan mSiusa ,un dengan Peraturan Daerah teiitang APBD. 

,~~= 

~aSa119 diSem:Urnakan 

Pasal 20 disernpurnakan, 
dengan menyebutkan secara 
limitatif rnasa retribusi {1 (satu) 
bulan, 2 (dua) bulan, 3 (tiga) 
bulan dan 1 (satu) tahun 

Pasal 23 disempurnakan dan 
ayat (3) dan ayat (4) 
dihilangkan karena mengatur 
sanksi administrasi dan 
penaqihan 

Pasal 24 ayat (2) 
disempurnakan, karena 
penerimaan retribusi harus 
disetor secara Bruto ke Kas 
daerah dalarn waktu 1 X 24 jam 
dan alokasi pemanfaatan 
pungutan retribusi dialokasikan 
dalam APBD 
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13 Penagihan 

14 Sanksi Adminislrasi 

15 I Penghapusan 
Piutang Retribusi 
Yang Kedaluarsa 
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Pasal 25	 Pasal 25 disempurnakanPasal25 
(1) Pembayaran Relribusi yang lerulang harus dilunasi sekaligus. (1)	 Pembayaran Retribusi yang lerutang harus dilunasi sekaligus. 
(2) Retribusi yang lerutang harus dilunasi selambat-Iambatnya 15 (lima (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selarnoat-lamaemya 15 (timat
 

belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
 belas) hari sejak dilerbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
 
dipersamakan,
 dipersamakan. 

(3) lata saFiiI ~eRi18ii1yaFaR, peRY91ElFiilA ~aA lelilpat fjeFllBElyaF8A RetFiBYsi (3) Tata cera pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan
 
..kaR giatYF le8il:l laRjYt lIeRgaA ~eFah!lraR 9~pati.
 penundaan pembayaran retribusi di81ur dengan Peraluran Bupati. 

Ditambahkan Pasal baru yangPasal... ..... 
mengatur tenlang penagihan, dengan 

dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat 
(1)	 Penagihan relribusi terulang yang tidak atau kurang bayar dilakukan 

danya penambahan bagian dan Pasal 
Teguran/Peringatan/Sural lain yang sejenis. baru, maka Bagian dan Pasal 

selanjulnya disesuaikan 
diterbitkan olen pejabat yang berwenang segera setelah 7 (Iujuh) hari 
sejak jaluh tempo pembayaran, 

(2)	 Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang 

(3)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal sural teguran 
dikeluarkan/dilerima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang 
terutang. 

(4)	 Sural Teguran/Peringatan/Sural lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1) dikeluarkan oleh Supati atau Pejabal yang 
dituniuk. 

(5)	 Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAS.., I Penambahan BAS dan Pasal baru, 
SANKSI ADMINISTRASI yang, ,me~gatur tentang Sanksi 

Pasal..... I Admiillslrasl, dengan adanya 
Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepal pada waklunya atau I pena~bahan, rnaka ~ab dan Pasal 
kurang membayar, dikenakan sanksl administraslif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

BABXIV BABXIV 
KADAlUWARSA PENAGIHAN KEDAlUWARSA PENAGIHAN 

liUIiIXXI 
!(1i'fliNTUM! PiRA.IoI"!A.'
 

Palial37
 

QSRgaR 9sriakYRya J='sFalYraR QaSFaR iRi, .~eF~IYFaA ~~laksaRa"A. Al:Si;SkW 
AlaSiA~ PSFaholF8R [;)aSF8R AlSRllSRai R8blBYSI J8~a Y"111Al Al,8SIR e a 'a I 

selaniutnya menyesuaikan 

Judul bab disempurnakan dengan 
menyempumakan kata 
Kadaluwarsa, yang lain 
menyesuaikan 

Ketentuan Peralihan dihilangkan, 
karena dengan diundangkannya UU 
No. 28 lahun 2009, maka semua 
Perda dan peraluran pelaksanaannya 
bertentanqan dengan UU tsb, Bab dan 

I S9~ 4iil:ak: ~:rotSRta~ 9aAlat:9lol. ~aAl~al QeRsaR 9Itsta~kaRR~ I	 I Pasal selanjulnya menyesuaikan I 
I . .	 II I I=,_.....~._"k	 _...JIL 
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Ketentuan Penutup 

Penetapan dan 
Pengundangan 

Pasal38 
Pada saat Peraturan Daerah inimulai berlaku, maka: 
~ Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 1998 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 1999 Nomor 09); 

9, P9ra&yraR Qaer!lR l';a9Y~a&eR TYlaRfj ~aVlaRg ~Je~8r 1Q +aR~R ~Q1Q 

&eR&aRg ~8&ri~Yili ei QiElaRfj bah:! biR&ail E1aR ,A.Rgkljt~R ~alaR lbs~88raR 

QasraR Ka9ypa&sA +lllaRg ~8waRg l"8RllR ~Q1Q ~Js~sr 1Q): 
8, Pera&YFaR (;jeer8R ~J9FRer 3 +a~YA ~919 +SR&8Rg ~aila ARgkl:llaR ball& 

eaR PeFairaR Qara&aR; 
d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 tahun 2009 

Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009 Nemor 20). 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 1998 
tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Tahun 1999 Nomor 07); 

f. Pera&yraR QaeraR Ka9Y~a&eR l'l:IlaRfj 'leViaRg M8FR8r Q7 TeAllR aQQ4 
+eR&aRfj Re&ri8Yili li!iR TelRpa& P8RyimpQASR I!lQRSA liisksr PaEla 
PerYilaRaaR IReYswi eaA r;!eFYSaAaaR r;!erElagaRgaR (belR9QraA Q8eFaR 
K89ypa&eR Tl:IlaRS Qa'....aAflTaAllA :;1QQ4 ~J81R9r Q7); 

g. Pere&yraR QaeraA Ka9ypaieR +YlaRg 'lal"aRg ~J8FR8r 93 TaA~R :;1Q94 
TeR&aRg Rewi9Yili li!iR YS8Ra eaR r;!eA9af&araR Kegia&aR IAElYil&ri eaR 
PerEiagaRgaR EliealalR \OfilayaR l(a9ypa&eR TljlaRg 'la'NaRS ~beFR9araR 

QaeraA 1(81ilwpa&8R TillaRS ~awaRsTaRllR aQg4 ~J8FR8r 1aseR Q); 
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

DltotapkaA Ell MOAggala 
Pa~a taAggal, 2012 
BUPATI TULANG BNA~"'NG, 

DR ABDUR,A,CHMAN SARBINI 

DillA~aRgkaR dj M9Aggaia 
pa~ataRggal 2012 

SEKRETl\RIS 
KABUPATEN TULANG BNNANG, 

Drs. DARINIS FAUll, M.Si, M.IP 
PembiRa Utar:na Mllda 

Nip. 19a;~lQe26 1974021 001 

4 

Pasal38 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai ber1aku: 
1, Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Nornor.. Tehun 

Tentang.... (LD Kabopaten Tulang Bawang Tahun ...Nornor .., 
Tambahan LD Kabupaten Tulang Bawang Nornor ...); 

2 Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor.. Tahun .. 
Tentang.... (LD Kabupaten Tulang Bawang Tahun ...Nomor s 

Tambahan LD Kabupaten Tulang Bawang Nemor....); 
3. dst.. 
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Ditetapkan dlMenggala 
padatanggal 2012 

BUPATI TULANG BAWANG, 

ABDURACHMAN SARBINI 

Diundangkan di Menggala 
pada tanggal 2012 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG, 

DARWiS FAUZi 

5 

1.	 Pasal 38 disempurnakan 
2.	 Pencabutan Perda seharusnya
 

hanya yang diatur kembali dalam
 
Perda ini
 

I 
Nama peJabat yang menetapkan dan
 
mengundangkan tanpa gelar, pangkat
 
dan NIP serta lanpa garis bawah,
 
sesuai dengan UU No. 12Tahun 2011
 

I Penjelasan dihilangkan, tidak 
I perlu ada penjelasan, jika I 
I semua sudah jelas 

19 I Lain-lain	 I 
1.	 Penjelasan I- ­

L_l I	 I 
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20 Lampiran Lampiran Peraturan Daerah Kab. Tulang Bawang 
Nomor : Tahun 2011 
Tanggal: 2011 

Qit9ts~l(aR8i M9Rggaia 
PaGa tSRQQsl. .. 2{H4 

BUPATI TULANG BAWANG, 

QR. ABDURACHMAN SARBINI 

dan 
yang 
dan 

daerah 

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN I 1. 
TULANG BAWANG 
NOMOR TAHUN 2012 
TANGGAL 2012 

2. 

BUPATI TULANG BAWANG, 

3. 

ABDURACHMAN SARBINI 

Pengetikan Lampiran 
disempurnakan dan 
larnpiran selaniutnya 
menyesuaikan 
Tempat, tanggal 
pejabat 
mengundangkan 
lembaran 
dihilangkan 
Nama Pejabat yang 
menetapkan Perda tidak 
mernakai gelar 

QiWFUlsRgl<SR Hi M8Rggsis 
fiSHS tSRggsl, 291~ 

&iKRiTARli 
-,.... __•••••••• """'JKAQYPA;;n!~j TblbJ\~H; QAt'¥A~Hs 

QfS. QARWle JftAblZI, M.SL M.IP 
.P~8iRS blts~s Mwsil 

Nifio. 1Q§iQi~i 1Q74Q2 1 QQ1 

I 
I 

I biMQAR.,t':~J Q!\iRA~ KJA,9YPA+r;~J·+YbA.'G 

I I!V~)A'AM" +Al-lbI~j 2Q12 MOMQR ...... 
I 

I 
I 

I 

GUBERNUR LAMPUNG
 

ttd
 

SJACHROEDIN Z.P.
 




